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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan 

rahmat-Nya sehingga Kajian Evaluasi Kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah dapat diselesaikan tepat 

pada waktunya.  

Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang 

telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini, sehingga laporan kegiatan ini dapat 

disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga 

dapat memperlancar pembuatan laporan ini. 

Air tanah adalah sumber daya vital yang terbatas dan sulit dipulihkan, sehingga 

perlu dikelola secara bijak dan berkelanjutan sesuai amanat UUD 1945, Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Kebutuhan yang terus 

meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pembangunan menimbulkan risiko 

krisis air jika tidak ditangani secara profesional. Di Jawa Tengah, meskipun telah 

memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018, dinamika regulasi nasional, tekanan 

lingkungan, dan perubahan iklim menuntut evaluasi agar Peraturan Daerah  tersebut 

tetap relevan dan mampu mendukung pengelolaan air tanah yang efektif, efisien, dan 

berkeadilan. 

Akhir kata, kami berharap semoga hasil dari Pekerjaan Kajian Evaluasi 

Kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
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RINGKASAN 

 

 

Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dikelola secara bijak dan 

berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 33 UUD 1945, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air. Air tanah sebagai sumber daya yang vital namun terbatas menghadapi tekanan 

akibat meningkatnya kebutuhan dan pembangunan, sehingga memerlukan 

pengelolaan terpadu berbasis ekosistem dan hidrogeologi yang menyeimbangkan 

konservasi dan pemanfaatan, serta menghormati hak masyarakat adat. Di Provinsi 

Jawa Tengah, meskipun telah ada Peraturan Daerah  Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah, berbagai dinamika kebijakan nasional dan tantangan 

lingkungan menuntut evaluasi dan adaptasi kebijakan agar pengelolaan air tanah 

dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan. Permasalahan seperti inventarisasi air 

tanah yang belum optimal, keterbatasan pemantauan, dan lemahnya pengendalian 

daya rusak menunjukkan perlunya perhatian serius dalam pelaksanaan pengelolaan 

air tanah di provinsi ini, terutama mengingat keberadaan 31 Cekungan Air Tanah yang 

tersebar di wilayahnya. 

Kajian ini disusun secara sistematis dengan pendekatan teknis dan metodologi 

yang komprehensif untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

perundang-undangan untuk menelaah keselarasan regulasi pengelolaan sumber daya 

air di tingkat nasional dan daerah, pendekatan konseptual untuk menggali teori dan 

prinsip dasar pengelolaan air tanah yang adaptif terhadap konteks lokal, serta 

pendekatan kasus yang mengevaluasi praktik pengelolaan di lapangan guna 

merumuskan rekomendasi yang aplikatif. Sebagai pelengkap, pendekatan empiris juga 

diterapkan melalui pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber resmi untuk 

memperkuat analisis dan memberikan gambaran faktual mengenai kondisi aktual 

pengelolaan air tanah di daerah. 

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Air Tanah menunjukkan bahwa regulasi ini, meskipun 

komprehensif pada masanya, kini belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan 

regulasi nasional terbaru, seperti Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Ketidaksesuaian 

mencakup aspek sistematika penyusunan, penguatan prinsip keadilan dan 

keberlanjutan, serta integrasi sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA). Selain itu, 
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pendekatan pengelolaan yang belum berbasis wilayah sungai serta pemisahan antara 

air tanah dan air permukaan menandakan perlunya pembaruan substansial dalam 

kerangka tata kelola air tanah di daerah. 

Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan revisi menyeluruh terhadap 

Perda, mulai dari penyelarasan substansi regulasi dengan kebijakan nasional, 

penyempurnaan struktur peraturan, hingga penguatan norma-norma hak atas air dan 

keadilan distribusi. Di bidang kelembagaan, dibutuhkan forum koordinasi lintas OPD 

dan lintas wilayah, peningkatan peran sebagai verifikator teknis dalam OSS-RBA, serta 

pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha. Sementara dari aspek teknis, integrasi 

dengan pengelolaan wilayah sungai, konservasi berbasis daya dukung lingkungan, dan 

sistem pengawasan digital menjadi kunci untuk menciptakan pengelolaan air tanah 

yang berkelanjutan, adaptif, dan responsif terhadap tantangan lingkungan di masa 

depan. 
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1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan 

tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan 

air laut yang berada di darat 

2. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah 

permukaan tanah 

3. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di 

dalamnya.  

4. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Air, 

Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air 

5. PoIa Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan 

Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan 

Pengendalian Daya Rusak Air. 

6. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, 

memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, 

pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah 

7. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas 

hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, 

pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung 

8. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta 

keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa 

tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang 

maupun yang akan datang. 

9. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah Upaya penatagunaan, penyediaan, 

penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil 

guna dan berdaya guna. 

10. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang 

akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai 

tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air 

11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan 

meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis 

12. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta 

keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia 



 

ix 
 

dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan 

makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. 

13. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, 

penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar 

berhasil guna dan berdayaguna 

14. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai Air 

Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan 

volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air. 

15. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah 

yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga 

Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air 

16. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari 

komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya 

ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume 

pengambilannya. 

17. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume 

Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil 

dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor. 

18. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah legalitas untuk menggunakan Air Tanah 

yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.  

19. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah yang 

selanjutnya disebut Persetujuan Penggunaan Air Tanah adalah persetujuan 

untuk memperoleh dan/atau mengambil Air Tanah untuk melakukan kegiatan 

bukan usaha.  

20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single 

Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik 

terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk 

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.  

21. Aplikasi Perizinan Online adalah sistem elektronik yang dikelola dan 

diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk 

layanan penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.  

22. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal 

balik antara makhluk hidup (komponen biotik) dengan lingkungan tak hidup 

(komponen abiotik). 

23. Hidrologi adalah Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keberadaan 

air di Bumi, termasuk siklus hidrologi, distribusi, dan pergerakan air. 

24. water governance adalah sistem pengelolaan air yang mencakup aspek politik, 

sosial, ekonomi, dan administratif. Ini berkaitan dengan siapa yang 

mendapatkan air, kapan dan bagaimana, serta siapa yang memiliki hak atas air, 

layanan terkaitnya, dan manfaatnya 
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25. saturated zone adalah bagian tanah bawah permukaan yang semua pori-

porinya terisi penuh dengan air 

26. unsaturated zone adalah lapisan tanah dan batuan yang berada di atas muka 

air tanah. 

27. statute approach adalah pendekatan penelitian hukum yang fokus pada 

penelaahan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan 

masalah hukum yang sedang ditangani 

28. conceptual approach adalah pendekatan yang menganalisis permasalahan 

hukum berdasarkan konsep-konsep, doktrin, dan nilai-nilai hukum yang 

mendasarinya 

29. case approach adalah pendekatan yang menganalisis dan mempelajari kasus-

kasus yang telah memiliki putusan hukum tetap (berkekuatan hukum tetap) 

untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan kasus hukum lain yang serupa.  

30. land subsidence adalah fenomena penurunan muka tanah secara bertahap atau 

tiba-tiba akibat pergerakan butiran tanah di bawah permukaan, seringkali 

disebabkan oleh pemompaan air tanah berlebihan 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat vital dan harus dikelola 

secara bijak serta berkelanjutan untuk menjamin kesejahteraan seluruh rakyat. Hal ini 

sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa 

sumber daya air merupakan milik negara dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan besar 

berupa ketidakseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan yang terus 

meningkat, sehingga pengelolaan air perlu dilakukan secara terpadu dengan 

menciptakan sinergi antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi. Selain itu, 

pengelolaan air harus menjamin ketersediaan air yang adil, berkualitas, serta 

berkelanjutan, sekaligus menghormati hak ulayat masyarakat adat yang bergantung 

pada sumber daya air tersebut. Secara hukum, pengelolaan sumber daya air diperkuat 

oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang 

menegaskan peran negara dalam menjamin hak rakyat atas air yang cukup, aman, 

terjangkau, dan berkualitas serta memperkuat koordinasi antar pemerintah pusat dan 

daerah. 

Salah satu bentuk sumber daya air yang sangat penting adalah air tanah, yang 

memiliki karakteristik khusus berupa keterbatasan kuantitas dan kemampuan 

pemulihan yang lambat dan mahal jika mengalami kerusakan. Di sisi lain, kebutuhan 

terhadap air tanah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, 

pembangunan infrastruktur, dan peningkatan aktivitas ekonomi yang semakin pesat. 

Air tanah digunakan terutama untuk keperluan air minum, kebutuhan rumah tangga, 

serta sektor industri dan pertanian. Kondisi ini berpotensi menimbulkan krisis air 

apabila pengelolaan air tanah tidak dilakukan secara bijaksana dan profesional, 

sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang mampu menjaga keseimbangan antara 

konservasi dan pendayagunaan air tanah. 

Pengelolaan air tanah harus dilakukan dengan memperhatikan aspek teknis dan 

ilmiah yang terkait erat dengan perilaku air tanah, termasuk ketersediaan, 

penyebaran, kualitas, serta kondisi lingkungan hidrogeologi di suatu wilayah. Karena 

air tanah sangat dipengaruhi oleh formasi geologi dan struktur bawah permukaan 

bumi, pengelolaan yang efektif harus mengacu pada kaidah-kaidah geologi dan 

hidrogeologi agar upaya konservasi dan pemanfaatan dapat dilakukan secara tepat 

dan berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pengambilan air 
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tanah tidak melebihi kapasitas alamiahnya dan tetap menjaga daya dukung 

lingkungan. 

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan air tanah mencakup 

berbagai aspek yang bertujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya air tanah 

yang berkelanjutan dan berkeadilan. Pemerintah provinsi bertugas menyusun rencana 

pengelolaan air tanah yang didasarkan pada kondisi hidrogeologi dan kebutuhan 

daerah, termasuk penetapan zonasi konservasi dan pemanfaatan air tanah. Selain itu, 

pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penerbitan izin pengusahaan air 

tanah serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dan pemanfaatannya 

agar tidak melebihi kapasitas yang ada atau merusak lingkungan. Dalam hal penegakan 

hukum, pemerintah provinsi berperan mengendalikan pemanfaatan air tanah yang 

tidak sesuai aturan, termasuk menindak pelanggaran dan memulihkan kondisi sumber 

daya air tanah yang terganggu. Pemerintah provinsi juga harus mengkoordinasikan 

pengelolaan air tanah lintas kabupaten/kota dan lintas sektor, serta mengintegrasikan 

data terkait pemanfaatan dan kondisi air tanah agar pengelolaan dapat berjalan efektif 

dan terpadu. Di samping itu, pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya 

manusia serta sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar 

pemanfaatan air tanah dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Terakhir, 

pemantauan kualitas dan kuantitas air tanah secara berkala serta evaluasi terhadap 

pelaksanaan kebijakan pengelolaan menjadi tugas penting pemerintah provinsi untuk 

memastikan keberlanjutan sumber daya air tanah bagi generasi sekarang dan 

mendatang.. 

Pengelolaan air tanah di Jawa Tengah menghadapi sejumlah persoalan teknis dan 

kelembagaan. Provinsi Jawa Tengah memiliki 31 Cekungan Air Tanah (CAT), terdiri 

dari 6 CAT lintas provinsi dan 25 CAT dalam provinsi, yang pengelolaannya belum 

optimal. Permasalahan yang muncul antara lain adalah belum lengkapnya 

inventarisasi air tanah, belum adanya penetapan zona konservasi yang jelas, 

keterbatasan jaringan sumur pantau, pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan air 

tanah yang belum merata, lemahnya pengendalian daya rusak, serta belum tersedianya 

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kondisi ini membutuhkan perhatian 

serius agar pengelolaan air tanah dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. 

Sebagai upaya pengelolaan, Provinsi Jawa Tengah telah memiliki landasan 

hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah. 

Namun, dengan dinamika kebijakan nasional, perubahan iklim, dan meningkatnya 

tekanan terhadap sumber daya air tanah, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh 

terhadap substansi dan implementasi Peraturan Daerah  tersebut. Evaluasi ini 

bertujuan untuk memastikan Peraturan Daerah  tetap relevan dan adaptif terhadap 

tantangan saat ini, serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024, agar tidak terjadi tumpang tindih atau 

kekosongan regulasi. Dengan pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas 
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pelaksanaan, pengelolaan air tanah di Jawa Tengah dapat berlangsung lebih efektif, 

efisien, dan berkeadilan demi keberlanjutan sumber daya air untuk generasi sekarang 

dan masa depan. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan 

Secara umum, penyusunan Kajian Evaluasi Kesesuaian Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan 

untuk menilai sejauh mana peraturan daerah tersebut masih relevan, efektif, dan 

selaras dengan perkembangan regulasi nasional, dinamika lingkungan, serta 

kebutuhan masyarakat saat ini. 

Kegiatan Kajian Evaluasi Kesesuaian Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah dilaksanakan dengan 

tujuan, sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis regulasi terkait dengan Pengelolaan Air tanah. 

2. Melakukan analisis kelembagaan terkait dengan Pengelolaan Air tanah. 

3. Melakukan analisis isu permasalahan dalam pengelolaan air tanah di Provinsi 

Jawa Tengah 

4.  Melakukan analisis arah kebijakan  dalam pengelolaan air tanah di Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

1.3 Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan kajian Evaluasi Kesesuaian 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air 

Tanah adalah: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali 
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diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981); dan 

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 97). 

 

1.4 Metodologi 

Dalam pelaksanaannya, kajian ini disusun secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan teknis dan metodologi yang komprehensif, guna 

memperoleh hasil analisis yang menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), yang berfokus pada penelaahan terhadap berbagai regulasi yang 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air. Kajian dilakukan terhadap peraturan 

di tingkat nasional maupun daerah, dengan perhatian khusus pada keselarasan dan 

sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya 

Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber 

Daya Air, serta aturan pelaksana lainnya yang relevan. 

Selanjutnya, kajian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan 

konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam penyusunan maupun evaluasi 

substansi Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan air tanah. Melalui pendekatan 

ini, teori-teori dan prinsip dasar pengelolaan sumber daya air dianalisis secara 

mendalam untuk memastikan bahwa rumusan kebijakan tidak hanya normatif, tetapi 

juga bersifat adaptif dan aplikatif terhadap konteks lokal. 

Sebagai pelengkap dari kedua pendekatan tersebut, digunakan pula pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari secara 

langsung berbagai praktik pengelolaan air tanah di lapangan. Baik dari sisi 

keberhasilan, tantangan, maupun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, 

masyarakat, dan pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran faktual 



 

5 
 

mengenai kondisi pengelolaan air tanah saat ini, sehingga dapat dirumuskan 

rekomendasi kebijakan yang lebih realistis dan aplikatif. 

Untuk memperkuat validitas data dan memperkaya hasil analisis, kajian ini juga 

menerapkan pendekatan empiris. Pendekatan ini mencakup proses pengumpulan 

data sekunder dari dokumen resmi, laporan instansi, dan hasil penelitian sebelumnya. 

Melalui pendekatan empiris ini, diperoleh pemahaman kontekstual yang lebih tajam 

mengenai dinamika pengelolaan air tanah di daerah 

Kajian ini juga disusun dengan mendasarkan pada data sekunder sebagai 

referensi pendukung untuk memperkuat dan memperdalam substansi analisis. Data 

sekunder yang digunakan mencakup berbagai dokumen hukum dan referensi ilmiah 

yang relevan dengan tema pengelolaan air tanah. Dokumen-dokumen tersebut 

meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, 

kontrak, serta berbagai bentuk dokumen hukum lainnya yang memiliki keterkaitan 

langsung maupun tidak langsung dengan isu yang dikaji. Selain dokumen hukum, 

kajian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian, kajian akademik, dan referensi 

ilmiah lainnya, baik dari sumber nasional maupun internasional, untuk memperkaya 

perspektif serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu yang dibahas. 

Dengan pemanfaatan data sekunder yang terstruktur dan relevan ini, kajian 

mampu menyajikan analisis yang komprehensif, berlandaskan hukum, dan 

berbasis pengetahuan ilmiah. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya kerangka 

berpikir dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa 

setiap argumen yang dikembangkan memiliki rujukan yang sahih dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik maupun yuridis. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Skema kerangka pikir dalam Kajian Evaluasi Kesesuaian Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah diawali 

dengan penentuan permasalahan dan pendekatan untuk menyelesaikan masalah 

Kemudian, penentuan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis 

beberapa aspek yang menjadi bahasan dalam kajian ini. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada bagan berikut ini: 
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Sumber: Analisis Penulis, 2025 

Gambar 1-1 Kerangka Pikir 
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Kerangka pikir dalam penyusunan kajian ini dimulai dari penentuan arah 

permasalahan, kemudian tujuan yang akan dicapai, penentuan metode yang 

digunakan, penjabaran gambaran umum objek kajian, ruang lingkup hasil kajian yang 

akan diperoleh, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan serta memberikan 

rekomendasi yang relevan. Kerangka pikir tersebut menjadi acuan konsepsi dalam 

penyusunan Kajian Evaluasi Kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan mengenai gambaran penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun susunannya adalah sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan dan dasar hukum 

penelitian, sistematika penulisan, serta metodologi yang digunakan, 

sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan 

pendekatan kajian. 

BAB II  TINJAUAN TEORI DAN KONSEP 

Pada bab ini, dijelaskan berbagai konsep dan teori yang relevan dengan 

topik kajian, yang sekaligus menjadi dasar dan sumber rujukan 

penyusunan penelitian ini. Teori-teori yang dibahas akan membantu 

membingkai pemahaman tentang pengelolaan air tanah serta 

kaitannya dengan regulasi dan kebijakan yang ada.  

BAB III GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH 

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum provinsi Jawa 

Tengah serta kondisi eksisting pengelolaan air tanah.   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini merupakan hasil dan analisis pada penyusunan Kajian 

Evaluasi Kesesuaian Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan kesimpulan dan rekomendasi terhadap kajian 

yang sedang disusun.   
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BAB 2  

TINJAUAN TEORI DAN KONSEP 

 

 

2.1 Teori Bernegara 

Untuk memperkuat landasan normatif dalam penyusunan Kajian Evaluasi 

Kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah, penting untuk mengaitkannya dengan teori-teori dasar 

bernegara. Salah satu teori yang relevan adalah teori kedaulatan rakyat, yang 

menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. 

Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract (1762) menegaskan bahwa 

legitimasi kekuasaan negara berasal dari kehendak rakyat, sehingga segala bentuk 

kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan air tanah, seharusnya berangkat dari 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Rousseau, 1762). Dalam konteks ini, Peraturan 

Daerah  tentang Pengelolaan Air Tanah harus mampu menjamin akses masyarakat 

terhadap air tanah secara adil dan berkelanjutan, mengingat air merupakan hak dasar 

setiap warga negara. 

Selanjutnya, fungsi negara sebagai pelindung dan pengatur kehidupan 

masyarakat juga menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan 

sumber daya alam. Filsuf John Locke dan Thomas Hobbes mengemukakan bahwa 

tujuan utama dibentuknya negara adalah untuk melindungi hak-hak dasar warga 

negara (Locke, (1690). Dalam kerangka tersebut, negara memiliki peran aktif untuk 

menjamin keberlangsungan akses terhadap air bersih sebagai bagian dari 

perlindungan hak hidup yang layak. Hal ini sejalan dengan konsep welfare state atau 

negara kesejahteraan (Asshiddiqie, 2006), di mana negara tidak hanya bertindak 

sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelayan publik dalam pengelolaan 

sumber daya yang krusial seperti air tanah. 

Konstitusi Indonesia juga mengukuhkan prinsip tersebut melalui Pasal 33 ayat 

(3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini memberikan mandat moral dan hukum kepada 

negara untuk tidak memperlakukan sumber daya alam sebagai komoditas semata, 

melainkan sebagai aset publik yang harus dikelola secara adil dan berkelanjutan demi 

kemakmuran seluruh rakyat. Dalam hal ini, negara bertindak bukan sebagai pemilik, 

melainkan sebagai pengelola yang mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan 

(Puspa Giri, 2020).  Oleh karena itu, evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang 

mengatur pengelolaan air tanah menjadi penting agar tetap sejalan dengan amanat 

konstitusi tersebut. 
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Dalam praktiknya, pengelolaan air tanah juga harus mengadopsi prinsip-prinsip 

water governance, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara 

pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha. Pendekatan ini menekankan 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta keterpaduan dalam pengambilan 

keputusan terkait pengelolaan sumber daya air. Hal ini selaras dengan tujuan 

Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-6 yang menargetkan akses 

universal terhadap air bersih dan sanitasi. Melalui pendekatan ini, kebijakan daerah 

seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018  tentang Pengelolaan Air Tanah dapat 

lebih responsif terhadap tantangan lingkungan dan sosial, serta mendukung tata kelola 

air tanah yang adaptif terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan kebutuhan 

populasi (Mustabsyirotul Ummah, 2020) 

Akhirnya, dari sudut pandang transendental, pengelolaan air tanah oleh negara 

bukan hanya dilandasi oleh pertimbangan hukum dan sosial, tetapi juga oleh nilai-nilai 

moral dan spiritual. Air tanah merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga dan 

dimanfaatkan secara bijak demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan 

mendatang. Menurut Ahmad (2018), negara memiliki tanggung jawab moral sebagai 

wakil Tuhan di bumi untuk mengelola sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan 

(Ahmad, 2018). Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan air tanah harus 

memperhatikan nilai keadilan ekologis, keberlanjutan, serta menghormati hak 

makhluk hidup lainnya. Prinsip-prinsip ini memperkuat pentingnya revisi dan evaluasi 

Peraturan Daerah  agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan masa kini dan 

masa depan dalam pengelolaan air tanah di Jawa Tengah. 

 

2.2 Teori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah menempatkan pemerintah 

daerah sebagai entitas yang memiliki kewenangan signifikan dalam pengelolaan 

sumber daya alam, termasuk air tanah. Dalam teori desentralisasi pemerintahan, 

pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (mandatory functions), 

sebagaimana dikemukakan oleh Smith (1985) bahwa desentralisasi bertujuan 

meningkatkan efektivitas pemerintahan serta pelayanan publik melalui pendekatan 

yang lebih dekat dengan masyarakat (Smith, 1985). Teori ini menegaskan pentingnya 

prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa pengelolaan urusan publik sebaiknya dilaksanakan 

oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga negara, sejauh tingkat 

tersebut mampu melaksanakannya secara efektif. 

Dalam kerangka tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Sumber Daya Air memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi untuk 

menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya, termasuk 

menyusun pola dan rencana pengelolaan yang memperhatikan kepentingan daerah 
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sekitarnya. Hal ini mencerminkan pengakuan terhadap prinsip otonomi daerah yang 

ditegaskan dalam teori otonomi daerah oleh Rondinelli (1981), di mana pengelolaan 

sumber daya lokal harus dilakukan oleh entitas lokal untuk mendorong pembangunan 

berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat (Rondinelli, 1981). 

Lebih lanjut, implementasi kewenangan ini juga berkaitan dengan konsep 

governance sebagaimana dijelaskan oleh Rhodes (1996), yaitu bahwa 

penyelenggaraan pemerintahan modern melibatkan peran kolaboratif antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola sumber daya 

bersama) (Rhodes, 1996). Pengelolaan air tanah yang melibatkan dunia usaha, 

masyarakat, dan lembaga akademik menjadi bagian penting dari pendekatan 

governance dalam pengelolaan sumber daya alam. 

Implementasi kewenangan pengelolaan air tanah oleh pemerintah provinsi 

tercermin dalam berbagai peraturan daerah. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, yang mengatur upaya konservasi, 

pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak air tanah. Melalui regulasi ini, 

pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan (regulatory function) 

dan pengawasan (supervisory function), tetapi juga memperkuat peranannya dalam 

mengamankan kepentingan publik terhadap sumber daya vital. 

Selain itu, dari perspektif teori desentralisasi fiskal sebagaimana diungkapkan 

oleh Oates (1972), desentralisasi pengelolaan sumber daya alam, termasuk air tanah, 

memungkinkan daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerah, seperti melalui 

retribusi izin pengambilan air tanah, sehingga dapat memperkuat kemandirian fiskal 

daerah (Oates, 1972). Dengan demikian, pengelolaan air tanah di tingkat provinsi tidak 

hanya berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada 

pembangunan ekonomi daerah. 

Secara keseluruhan, keterkaitan antara teori penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dengan kewenangan pengelolaan air tanah oleh pemerintah daerah provinsi 

menegaskan bahwa desentralisasi, otonomi daerah, governance, dan desentralisasi 

fiskal merupakan landasan teoritik yang memperkuat posisi pemerintah daerah 

sebagai aktor utama dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya air tanah yang 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

 

2.3 Teori Kelembagaan  

Teori kelembagaan menjelaskan pentingnya struktur, aturan, dan hubungan 

antar lembaga dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengelolaan air tanah, 

teori ini berfokus pada peran lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan 

sumber daya air, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta. Kelembagaan 
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yang efektif akan memastikan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, 

yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan air tanah. Seiring 

dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air, seperti yang terjadi di 

Provinsi Jawa Tengah, keberadaan lembaga yang mengelola air tanah harus mampu 

merespons dinamika kebutuhan air yang semakin kompleks. 

Menurut Grigg (1996), pengelolaan sumber daya air dapat dipandang sebagai 

penerapan berbagai metode, baik struktural maupun non-struktural, untuk 

mengendalikan sistem sumber daya air alam dan buatan. Ini termasuk pengelolaan air 

tanah, yang memerlukan keterlibatan berbagai lembaga dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sumber daya air (Grigg, 1996). 

Pengelolaan yang efektif membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang jelas 

antara lembaga yang bertanggung jawab di tingkat lokal, regional, dan nasional. Dalam 

hal ini, teori kelembagaan membantu mengidentifikasi peran setiap lembaga dalam 

pengelolaan air tanah serta bagaimana hubungan antar lembaga dapat diatur agar 

lebih efektif. 

Selain itu, teori "induced institutional innovation" dari Ruttan (1985) juga 

memberikan perspektif penting dalam konteks pengelolaan air tanah. Teori ini 

menyatakan bahwa kelangkaan sumber daya, seperti air tanah, mendorong inovasi 

dalam teknologi dan kelembagaan. Dalam konteks ini, kelangkaan air tanah 

mendorong terbentuknya kebijakan dan regulasi yang lebih adaptif dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan. Inovasi kelembagaan 

yang dimaksud, seperti pembentukan forum koordinasi antar lembaga atau 

pengembangan sistem pengelolaan berbasis digital, dapat meningkatkan efisiensi 

dalam penggunaan dan pengawasan air tanah, serta mengurangi potensi konflik antar 

pemangku kepentingan (Ruttan, 1985). 

Salah satu contoh penerapan teori kelembagaan dalam pengelolaan air tanah 

dapat ditemukan dalam pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). 

Organisasi ini berperan penting dalam pengelolaan air untuk sektor pertanian, yang 

seringkali menjadi pengguna terbesar air tanah. P3A memastikan distribusi air yang 

adil dan efisien di tingkat lokal, serta menciptakan mekanisme pengelolaan yang lebih 

transparan dan partisipatif. Ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya air, 

termasuk air tanah, tidak hanya membutuhkan pendekatan teknis, tetapi juga 

pendekatan kelembagaan yang berbasis pada kolaborasi berbagai pihak 

(Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), 2020). 

Dengan penerapan teori kelembagaan, pengelolaan air tanah dapat dilakukan 

secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat akan mendukung 

pengelolaan yang lebih efisien dan efektif, serta menjaga keseimbangan antara 

pemanfaatan dan konservasi sumber daya air tanah. Dengan demikian, teori 

kelembagaan berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan praktik 

pengelolaan air tanah dapat berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan 



 

12 
 

sosial, serta mampu menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin 

kompleks. 

 

2.4 Konsep Sumber Daya Air 

Pengertian sumber daya air berdasarkan Undang-Undang No 17 tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di 

dalamnya. Sedangkan air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di 

bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air 

hujan, dan air laut yang berada di darat. Sumber air itu sendiri adalah tempat atau 

wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah 

permukaan tanah dan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau 

pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan 

dan penghidupan manusia serta lingkungannya. 

Air merupakan sumber daya alam esensial, yang sangat dibutuhkan oleh manusia 

dan makhluk hidup lainnya. Dengan keberadaan air, maka bumi menjadi planet dalam 

tata surya yang memiliki kehidupan (Kodoatie, 2010). (Hehanussa, 1999) 

mengemukakan bahwa jumlah air di bumi adalah 1.386 milyar km3. Dari jumlah 

tersebut 97,5 % berupa air asin di lautan dan sisanya sebesar 2,5 % adalah air tawar. 

Dari air tawar yang hanya sejumlah 2,5% tersebut, 68,7 % berupa bongkahan es di 

kutub utara dan antartika, 29,9 % berupa airtanah sangat dalam dan hanya 0,26 % 

berupa air permukaan yang terdapat di danau, sungai, dan badan air lainnya. Dengan 

demikian diperkirakan hanya terdapat sekitar 42,7 ribu km3 air yang menjadi sumber 

utama penghidupan dan kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Dengan jumlah air 

tawar yang sangat terbatas tersebut maka penggunaannya harus dilakukan secara 

bijak. 

Sumber daya air merupakan bagian dari sumber daya alam yang mempunyai sifat 

yang sangat berbeda dengan sumber daya lainnya. Air adalah sumber daya yang 

terbaharui, bersifat dinamis dan mengikuti siklus hidrologi (Asdak, 2020). Sejalan 

dengan perkembangan penduduk dan pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadi 

peningkatan pembangunan yang menimbulkan perubahan fungsi lahan dan 

berdampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air serta meningkatnya daya 

rusak air. Sedangkan kemampuan alam untuk memurnikan air sangat terbatas dan 

membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk itu diperlukan pengelolaan sumber 

daya air yang terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

 

 Air tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang vital bagi kehidupan 

manusia dan ekosistem (Purnama, 2023). Menurut Soemarto (1989), air tanah adalah 

air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Lapisan tanah di bawah 
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permukaan dibagi menjadi lajur jenuh (saturated zone) dan lajur tidak jenuh 

(unsaturated zone), di mana air tanah berada pada lajur jenuh tersebut. (Soemarto, 

1989) Proses terbentuknya air tanah dimulai dari infiltrasi air hujan yang meresap ke 

dalam tanah melalui pori-pori hingga mencapai zona jenuh. Di zona ini, air mengisi 

seluruh ruang pori batuan atau tanah, membentuk apa yang disebut sebagai akuifer. 

Akuifer adalah formasi geologi yang mampu menyimpan dan melalukan air dalam 

jumlah yang signifikan. Fetter (1994) menjelaskan bahwa air tanah tersimpan pada 

lajur jenuh dan bergerak melalui batuan serta lapisan tanah hingga keluar sebagai 

mata air atau masuk ke badan air permukaan seperti sungai dan danau (Fetter, 1994). 

Di Indonesia, pengelolaan air tanah didasarkan pada konsep Cekungan Air 

Tanah (CAT), yaitu wilayah hidrogeologis tempat berlangsungnya proses 

pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah yang dibatasi oleh batas geologi 

seperti batuan kedap air, topografi, atau struktur geologi. CAT terdiri dari zona 

imbuhan, zona aliran, dan zona pelepasan, yang membentuk suatu sistem tertutup atau 

semi-tertutup dalam siklus air tanah (Freeze, 1979) (Fetter, 1994). Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah Di 

Indonesia  menyatakan bahwa CAT menjadi dasar pengelolaan air tanah di Indonesia 

dan menjadi acuan dalam penetapan zona konservasi air tanah, pemanfaatan dan 

pengusahaan air tanah, serta pengendalian daya rusak air tanah. Dengan memahami 

karakteristik CAT secara menyeluruh meliputi geologi, hidrogeologi, kapasitas akuifer, 

dan dinamika pengaliran pengelolaan air tanah dapat dilakukan secara lebih efektif 

dan berkelanjutan. 

Pemanfaatan air tanah di Indonesia sangat penting untuk berbagai kebutuhan, 

termasuk domestik, pertanian, dan industri. Namun, peningkatan kebutuhan air tanah 

yang tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik dapat menyebabkan penurunan 

kualitas dan kuantitas air tanah. Rejekiningrum (2009) menekankan bahwa air tanah 

merupakan sumber daya yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat 

mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya memerlukan waktu yang lama 

(Rejekiningrum, 2009). Salah satu tantangan dalam pengelolaan air tanah adalah 

intrusi air laut, terutama di daerah pesisir. Purnama (2023) menjelaskan bahwa intrusi 

air laut ke dalam akuifer di wilayah pesisir dapat dikendalikan dengan memahami 

konsep dan teori yang tepat serta data yang akurat untuk menemukan alternatif 

pengendaliannya (Purnama, 2023). 

Untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air tanah, diperlukan pendekatan 

yang mengintegrasikan aspek etika lingkungan terhadap pola pengambilan air tanah 

oleh masyarakat. Perilaku masyarakat memegang peran penting dalam mewujudkan 

keberlanjutan sumber daya air bawah tanah. Model yang mempertimbangkan faktor-

faktor seperti lahan konservasi, kebijakan pemerintah, resapan, parameter akuifer, 

dan pengambilan air tanah oleh penduduk dan industri dapat digunakan untuk 

merancang strategi pengelolaan yang efektif (Syamsudhuha, 2018) . Dengan demikian, 
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teori air tanah di Indonesia mencakup pemahaman tentang karakteristik dan dinamika 

air tanah, pentingnya pengelolaan berbasis wilayah hidrogeologis seperti CAT, serta 

integrasi berbagai aspek dalam pengelolaan untuk memastikan keberlanjutan dan 

ketersediaan air tanah bagi generasi mendatang. 

 

2.5 Penelitian terdahulu 

Pengelolaan air tanah telah menjadi topik penting dalam berbagai penelitian 

terdahulu, seiring meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air akibat 

pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan iklim. Berbagai studi 

menunjukkan bahwa eksploitasi air tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan 

penurunan muka air tanah, intrusi air laut, hingga kerusakan lingkungan yang bersifat 

permanen. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang berkelanjutan membutuhkan 

pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek regulasi, kelembagaan, dan teknis, 

serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. 

Penelitian terdahulu telah banyak membahas berbagai pendekatan dalam 

pengelolaan air tanah, mulai dari penerapan kebijakan konservasi, peran kelembagaan 

daerah, efektivitas sistem perizinan, hingga integrasi pengelolaan berbasis wilayah 

sungai. Beberapa kajian juga menyoroti pentingnya data hidrologi dan sistem 

pemantauan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan meninjau 

hasil-hasil studi tersebut, kajian ini diharapkan dapat memperkuat landasan teoritis 

dan empirik dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pengelolaan air tanah 

yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berbasis bukti di Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 2-1 Penelitian terdahulu 

Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Pokok Pembahasan 

Meyra Riastika 

(2012) 

Pengelolaan Air Tanah 

Berbasis Konservasi di 

Recharge Area Boyolali 

pengelolaan air tanah berbasis konservasi di 

daerah imbuhan Cepogo, Boyolali, Jawa 

Tengah. Studi ini menekankan pentingnya 

kegiatan konservasi untuk meningkatkan 

pengisian air tanah dan mengurangi 

permasalahan lingkungan di daerah tersebut 

M. Rifai, (2022) Pengelolaan terhadap 

Pemanfaatan Air Tanah 

di Kabupaten Demak 

Penelitian ini menganalisis potensi dan 

ketersediaan air tanah di Kabupaten Demak 

serta kebijakan pengelolaannya. Hasilnya 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air 

bersih masyarakat setempat 

Adilah Al 

Istiqomah (2023) 

Kajian Kualitatif 

Pengelolaan Air Tanah 

di DKI Jakarta 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

memahami aspek kompleks pengelolaan air 

tanah di DKI Jakarta, dengan fokus pada 
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Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Pokok Pembahasan 

tantangan ketidakseimbangan antara 

permintaan dan pasokan air tanah 

Krisman Tuyu, 

Prof. Dr. Ig. L. 

Setyawan 

Purnama, M.Si., 

Dr. Tjahyo 

Nugroho Adji, 

S.Si., M.Sc.Tech. 

(2022) 

Kajian Pengelolaan Air 

Tanah untuk 

Mengantisipasi 

Kekurangan Air Bersih 

di Desa Kampung Baru 

Kecamatan Tinangkung 

Selatan Kabupaten 

Banggai Kepulauan 

Evaluasi pengelolaan air tanah untuk 

mengatasi kekurangan air bersih di daerah 

pedesaan dengan pendekatan flownets dan 

survei masyarakat. 

Suprihatin, 

Tarigan, Effendi, 

Kete (2021) 

Model Pengelolaan Air 

Tanah Berkelanjutan di 

Kota Kendari 

Pengembangan model pengelolaan air tanah 

berkelanjutan melalui analisis 

hidrogeokimia, risiko, dan alternatif sumber 

daya air. 

Joko Nova 

Arianto, Prof. Dr. 

M. Baiquni, MA. 

(2014) 

Evaluasi Kebijakan 

Pengelolaan Air Tanah 

dan Perannya terhadap 

Upaya Konservasi Air 

Tanah di Kabupaten 

Banyumas 

Evaluasi implementasi kebijakan 

pengelolaan air tanah dan pajak air tanah 

dalam mendukung konservasi sumber daya 

air. 

Suprihatin, 

Saptomo, 

Kaswanto, Bani 

(2024) 

Model Kebijakan 

Pengelolaan Air Tanah 

di Kota Kupang Nusa 

Tenggara Timur 

Analisis kebijakan pemanfaatan air tanah 

dan dampaknya terhadap akses masyarakat 

berpenghasilan rendah serta distribusi air 

bersih. 

Konsorsium 

Ground Up 

(2021) 

Riset Tata Kelola Air 

Tanah Perkotaan 

Terpadu di Semarang 

Penelitian kolaboratif untuk 

mengintegrasikan pengelolaan air tanah dan 

permukaan dalam konteks perkotaan yang 

kompleks. 

Heru Hendrayana 

(2023) 

Pentingnya Pengelolaan 

Sumber Daya Air Tanah 

yang Berkelanjutan 

Penekanan pada prinsip dan praktik 

pengelolaan air tanah berkelanjutan di 

Indonesia. 

N. S. Supriyanto 

(2012) 

Pengelolaan Air Tanah 

Berbasis Konservasi di 

Recharge Area Boyolali 

Kajian konservasi air tanah di daerah 

imbuhan untuk meningkatkan pengisian 

akuifer dan mengurangi permasalahan 

lingkungan. 

Sumber: Analisis Penulis, 2025 

 

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengelolaan air tanah di 

Indonesia menekankan pentingnya pendekatan konservasi, keberlanjutan, dan 
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integrasi kebijakan lintas sektor. Studi di daerah imbuhan seperti Boyolali dan Demak 

menyoroti pentingnya konservasi untuk menjaga ketersediaan air tanah dan 

mencegah degradasi lingkungan. Di kawasan perkotaan seperti Jakarta dan Semarang, 

tantangan pengelolaan berkutat pada ketidakseimbangan antara pasokan dan 

permintaan, serta perlunya integrasi antara air tanah dan air permukaan. Beberapa 

studi lainnya mengembangkan model dan evaluasi kebijakan, seperti di Kendari, 

Kupang, dan Banyumas, dengan fokus pada efisiensi pemanfaatan, keadilan akses air, 

serta upaya konservasi melalui regulasi. Pendekatan kualitatif, empiris, dan teknis 

digunakan untuk menggali praktik terbaik dan hambatan aktual di lapangan, 

memperkuat urgensi pengelolaan air tanah yang adaptif, berkelanjutan, dan berpihak 

pada kepentingan masyarakat luas.  
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BAB 3  

GAMBARAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

3.1 Aspek Geografi 

Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang berada di bagian 

tengah dari Pulau Jawa. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5040’ - 

8030’ Lintang Selatan dan antara 108030’ – 111030’ Bujur Timur. Provinsi ini memiliki 

luas wilayah sebesar 32.800,68 km2 atau 25,34 persen dari total luas Pulau Jawa atau 

sebesar 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Wilayah Jawa Tengah berbatas 

dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudera Hindia dan D.I. Yogyakarta di sebelah 

selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah 

timur. 

 
Gambar 3-1 Peta Administrasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

Sumber: Petatematikindo, 2025 

 

 Secara adiminstratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 

kota yang membawahi 576 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 

7.810 desa dan 753 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai 



 

18 
 

provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah 

juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa 

Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, 

atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut merupakan luas wilayah menurut 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 3-1 Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

No Kabupaten/Kota Ibukota Kabupaten/Kota Luas (km2) Presentase (%) 

Kabupaten/Regency 

1 Cilacap Cilacap 2.323,93 6,77 

2 Banyumas Purwokerto 1.391,15 4,05 

3 Purbalingga Purbalingga 805,76 2,35 

4 Banjarnegara Banjarnegara 1.144,90 3,33 

5 Kebumen Kebumen 1.334,10 3,89 

6 Purworejo Purworejo 1.081,97 3,15 

7 Wonosobo Wonosobo 1.011,62 2,95 

8 Magelang Mungkid 1.129,98 3,29 

9 Boyolali Boyolali 1.096,59 3,19 

10 Klaten Klaten 701,5 2,04 

11 Sukoharjo Sukoharjo 493,53 1,44 

12 Wonogiri Wonogiri 1.905,74 5,55 

13 Karanganyar Karanganyar 803,05 2,34 

14 Sragen Sragen 994,57 2,9 

15 Grobogan Purwodadi 2.023,85 5,89 

16 Blora Blora 1.957,29 5,7 

17 Rembang Rembang 1.037,54 3,01 

18 Pati Pati 1.572,90 4,58 

19 Kudus Kudus 447,45 1,3 

20 Jepara Jepara 1.020,25 2,97 

21 Demak Demak 977,77 2,85 

22 Semarang Ungaran 1.019,27 2,97 

23 Temanggung Temanggung 864,83 2,52 

24 Kendal Kendal 1.008,12 2,94 

25 Batang Batang 857,27 2,5 

26 Pekalongan Kajen 892,91 2,6 

27 Pemalang Pemalang 1.137,41 3,3 

28 Tegal Slawi 983,9 2,87 

29 Brebes Brebes 1.742,81 5,08 

Kota/Municipality 

1 Magelang Magelang 18,56 0,05 

2 Surakarta Surakarta 46,72 0,14 

3 Salatiga Salatiga 54,98 0,16 

4 Semarang Semarang 370 1,08 

5 Pekalongan Pekalongan 46,2 0,13 

6 Tegal Tegal 39,08 0,11 

Jawa Tengah   34.337,49 100 
Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2025 
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 Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas 

wilayah 2.323,93 km2 (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah 

Kota Semarang dengan luas 370 km2 (1,08% dari luas Jawa Tengah) sedangkan Kota 

terkecil di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km2 (0,05% 

dari luas Jawa Tengah). 

 

3.2 Aspek Demografi 

Penduduk di suatu daerah merupakan aset manusia yang berharga yang 

diperlukan dalam upaya pembangunan, selain juga sebagai penerima hasil 

pembangunan. Dalam upaya pengembangan daerah, penduduk sebagai aset manusia 

memiliki peran penting dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia di wilayah mereka dengan bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk 

dalam proses pembangunan melibatkan mereka sebagai subjek yang aktif serta objek 

yang menerima dampak dari pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi 

potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi 

pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila 

memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah 2025, jumlah penduduk 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak 37.892, 28 jiwa dan berdasarkan hasil 

proyeksi penduduk pada tahun 2025 sebanyak 38,23 juta jiwa yang dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3-2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 

Kabupaten/ Kota 
 Jumlah Penduduk   Kepadatan (Jiwa/km2)  

2024 2025 2024 2025 
Kabupaten        
Cilacap           2.027,38             2.046,39                     872                     881  
Banyumas           1.847,10             1.865,27                 1.328                   1.341  
Purbalingga           1.037,64             1.047,76                 1.288                   1.300  
Banjarnegara           1.057,56             1.067,61                     924                      932  
Kebumen           1.414,75             1.431,78                 1.060                   1.073  
Purworejo              795,03                 801,67                     735                      741  
Wonosobo              920,51                 931,14                     910                      920  
Magelang           1.341,45             1.351,95                     187                   1.196  
Boyolali           1.099,85             1.109,33                 1.003                   1.012  
Klaten           1.292,80             1.300,94                 1.851                   1.855  
Sukoharjo              941,65                 950,42                 1.908                   1.926  
Wonogiri           1.054,15             1.057,05                     553                      555  
Karanganyar              961,91                 968,48                 1.198                   1.206  
Sragen           1.004,76             1.011,82                 1.010                   1.017  
Grobogan           1.506,37             1.519,38                     744                      751  
Blora              907,99                 914,17                     464                      467  
Rembang              665,24                 670,10                     641                      646  
Pati           1.370,82             1.381,91                     872                      879  
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Kabupaten/ Kota 
 Jumlah Penduduk   Kepadatan (Jiwa/km2)  

2024 2025 2024 2025 
Kudus              883,32                 891,72                 1.974                   1.993  
Jepara           1.232,88             1.244,31                 1.208                   1.220  
Demak           1.252,97             1.265,05                 1.281                   1.294  
Semarang           1.089,77             1.098,57                 1.069                   1.078  
Temanggung              814,88                 821,12                     942                      949  
Kendal           1.064,81             1.076,48                 1.056                   1.068  
Batang              838,19                 847,18                     978                      988  
Pekalongan           1.019,01             1.030,34                 1.141                   1.154  
Pemalang           1.541,69             1.559,31                 1.355                   1.371  
Tegal           1.674,80             1.694,24                 1.702                   1.722  
Brebes           2.065,50             2.087,33                 1.185                   1.198  
Kota       
Magelang              122,43                 122,67                 6.596                   6.610  
Surakarta              528,04                 529,08               11.302                11.324  
Salatiga              201,27                 203,55                 3.661                   3.702  
Semarang           1.708,83             1.722,42                 4.618                   4.655  
Pekalongan              321,10                 324,56                 6.950                   7.025  
Tegal              285,84                 288,82                 7.316                   7.390  

TOTAL          37.892,28            38.233,93                 1.104                   1.113  
Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

 

Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2024, total jumlah penduduk tercatat sebesar 37.892.280 jiwa, dan 

meningkat menjadi 38.233.930 jiwa pada tahun 2025. Kenaikan ini setara dengan 

pertumbuhan sebesar 0,90% dalam satu tahun. Sejalan dengan pertumbuhan 

tersebut, kepadatan penduduk juga meningkat, dari rata-rata 1.104 jiwa per kilometer 

persegi pada tahun 2024 menjadi 1.113 jiwa/km² pada tahun 2025, atau mengalami 

kenaikan sekitar 0,81%. Tren ini menunjukkan bahwa selain pertambahan penduduk 

secara absolut, tekanan terhadap ruang dan sumber daya di wilayah Jawa Tengah juga 

semakin besar. Kenaikan ini memerlukan perhatian dalam perencanaan tata ruang, 

penyediaan layanan publik, dan pengelolaan lingkungan, khususnya dalam aspek 

seperti air bersih dan transportasi. Berikut merupakan grafik jumlah penduduk Jawa 

Tengah. 
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Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

Gambar 3-2 Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025 

 

Dari sisi jumlah, beberapa kabupaten tetap menjadi wilayah dengan populasi 

terbanyak. Brebes menempati posisi pertama dengan 2,087 juta jiwa pada tahun 

2025, diikuti oleh Cilacap sebanyak 2,046 juta jiwa, dan Banyumas sebesar 1,865 

juta jiwa. Wilayah-wilayah ini dikenal sebagai daerah padat aktivitas ekonomi, 

terutama sektor pertanian dan perdagangan. Sementara itu, kabupaten dengan jumlah 

penduduk terendah adalah Rembang (670 ribu jiwa) dan Blora (914 ribu jiwa). Di 

sisi kota, Kota Semarang menjadi kota dengan jumlah penduduk terbesar mencapai 

1,722 juta jiwa, diikuti oleh Kota Surakarta sebanyak 529 ribu jiwa. Jumlah 
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penduduk yang tinggi ini berdampak langsung terhadap kebutuhan pelayanan dasar 

seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan lapangan kerja.  

Sebagai bagian dari analisis demografi wilayah, pemantauan terhadap kepadatan 

penduduk menjadi penting untuk memahami distribusi dan tekanan populasi terhadap 

ruang. Data kepadatan memberikan gambaran awal mengenai potensi tantangan 

dalam pelayanan publik, infrastruktur, serta pengelolaan sumber daya. Berikut ini 

merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan kepadatan penduduk di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 dan 2025. 

 
Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

Gambar 3-3 Kepadatan  penduduk Jawa Tengah tahun 2024 dan 2025 
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Kepadatan penduduk di Jawa Tengah menunjukkan variasi yang mencolok 

antara wilayah kabupaten dan kota. Wilayah perkotaan mencatat tingkat kepadatan 

yang sangat tinggi, terutama di Kota Surakarta (11.324 jiwa/km²), Kota Tegal 

(7.390 jiwa/km²), dan Kota Pekalongan (7.025 jiwa/km²). Sementara itu, 

kabupaten seperti Blora (467 jiwa/km²), Purworejo (741 jiwa/km²), dan 

Banjarnegara (932 jiwa/km²) menunjukkan kepadatan yang relatif rendah. Klaten 

dan Sukoharjo, meskipun berstatus kabupaten, juga menunjukkan angka kepadatan 

tinggi, masing-masing 1.855 dan 1.926 jiwa/km² pada tahun 2025. Tingginya 

kepadatan di beberapa wilayah menunjukkan konsentrasi penduduk pada pusat-pusat 

ekonomi dan administrasi, yang juga berpotensi menimbulkan tantangan dalam 

ketersediaan lahan, pemukiman layak, dan mobilitas harian masyarakat. 

Laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin 

adalah indikator demografis yang penting dalam memahami dinamika populasi suatu 

daerah. Laju pertumbuhan penduduk mengacu pada kecepatan perubahan jumlah 

penduduk dalam periode waktu tertentu. Angka ini memberikan gambaran tentang 

kecenderungan pertumbuhan atau penurunan populasi, yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor seperti tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. 

Sementara itu, persentase penduduk menggambarkan distribusi proporsional 

penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, atau kategori lainnya dalam 

populasi suatu wilayah. Informasi ini penting untuk merencanakan kebijakan 

pembangunan yang mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan, serta 

penyediaan lapangan kerja. 

Rasio jenis kelamin, yang menghitung perbandingan jumlah pria dan wanita 

dalam suatu populasi, juga merupakan indikator yang relevan. Ketidakseimbangan 

rasio jenis kelamin dapat memberikan informasi mengenai pola migrasi, kebijakan 

sosial, atau faktor budaya tertentu yang mempengaruhi distribusi gender dalam 

masyarakat. 

Menggunakan data mengenai laju pertumbuhan, persentase penduduk, dan rasio 

jenis kelamin, kita dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta 

memperkirakan kebutuhan sumber daya dan layanan untuk mendukung 

kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut merupakan data laju 

pertumbuhan, persentase penduduk, dan rasio jenis kelamin yang mencerminkan 

dinamika sosial dan demografis terkini di wilayah ini, yang akan menjadi dasar bagi 

pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan daerah. 
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Tabel 3-3 Laju Pertumbuhan, Presentase Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin 

Kabupaten/ 

Kota 

Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun (%) 

Presentase Penduduk 

(%) 
Rasio Jenis Kelamin 

2024 2025 2024 2025 2024 2025 

Kabupaten 

Cilacap 1,11 1,08 5,35 5,35 101.4 101.3 

Banyumas 1,04 1,03 4,87 4,88 101.2 101.1 

Purbalingga 1,03 1,02 2,74 2,74 102.4 102.3 

Banjarnegara 1,03 1,01 2,79 2,79 102.9 102.8 

Kebumen 1,25 1,24 3,73 3,74 102.8 102.8 

Purworejo 0,86 0,86 2,10 2,10 100.3 100.3 

Wonosobo 1,23 1,22 2,43 2,44 103.7 103.6 

Magelang 0,84 0,83 3,54 3,54 101.1 101.0 

Boyolali 0,92 0,91 2,90 2,90 100.9 100.8 

Klaten 0,68 0,67 3,41 3,40 99.0 99.0 

Sukoharjo 0,99 0,98 2,49 2,49 99.9 99.8 

Wonogiri 0,28 0,28 2,78 2,76 99.5 99.5 

Karanganyar 0,85 0,81 2,54 2,53 99.4 99.3 

Sragen 0,75 0,74 2,65 2,65 99.2 99.2 

Grobogan 0,96 0,94 3,98 3,97 100.6 100.5 

Blora 0,71 0,70 2,40 2,39 100.0 100.0 

Rembang 0,81 0,80 1,76 1,75 101.0 100.9 

Pati 0,93 0,90 3,62 3,61 99.7 99.7 

Kudus 1,06 1,03 2,33 2,33 99.5 99.4 

Jepara 1,06 1,03 3,25 3,25 101.2 101.1 

Demak 1,07 1,05 3,31 3,31 101.8 101.7 

Semarang 0,92 0,89 2,88 2,87 99.1 99.0 

Temanggung 0,82 0,81 2,15 2,15 100.8 100.7 

Kendal 1,19 1,17 2,81 2,82 101.6 101.4 

Batang 1,19 1,17 2,21 2,22 101.5 101.4 

Pekalongan 1,36 1,30 2,69 2,69 103.3 103.3 

Pemalang 1,25 1,23 4,07 4,08 102.6 102.6 

Tegal 1,28 1,25 4,42 4,43 102.7 102.7 

Brebes 1,15 1,13 5,45 5,46 102.8 102.8 

Kota 

Magelang 0,20 0,20 0,32 0,32 98.5 98.6 

Surakarta 0,29 0,27 1,39 1,38 96.9 96.9 

Salatiga 1,22 1,20 0,53 0,53 97.5 97.5 

Semarang 0,88 0,86 4,51 4,50 97.9 97.8 

Pekalongan 1,19 1,17 0,85 0,85 102.0 102.0 

Tegal 1,15 1,13 0,75 0,76 101.6 101.6 

TOTAL 0,99 0,97 100,00 100,00 101.0 100.9 
Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 
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Laju Pertumbuhan Penduduk, Presentase Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin di 

Kabupaten/Kota Jawa Tengah menunjukkan perbedaan demografis yang signifikan 

antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Laju pertumbuhan penduduk di kabupaten 

berkisar antara 0,28% hingga 1,36% per tahun, dengan daerah seperti Pekalongan dan 

Brebes memiliki laju yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain seperti 

Wonogiri dan Purworejo yang lebih rendah. Presentase penduduk tiap 

kabupaten/kota menunjukkan sebaran populasi yang relatif stabil, dengan Cilacap, 

Banyumas, dan Brebes masing-masing menyumbang porsi terbesar dari total 

penduduk. Rasio jenis kelamin di sebagian besar daerah menunjukkan sedikit lebih 

banyak jumlah pria dibandingkan wanita, dengan rasio tertinggi di Wonosobo (103,7) 

dan yang terendah di Semarang (99,0), mencerminkan distribusi yang hampir 

seimbang namun dengan kecenderungan sedikit lebih banyak pria di banyak 

kabupaten/kota. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin Jawa Tengah mengalami 

penurunan tipis dari 101,0 pada 2024 menjadi 100,9 pada 2025. 

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin adalah data 

penting dalam menganalisis struktur demografis suatu daerah. Pembagian ini 

memberikan gambaran tentang distribusi penduduk berdasarkan rentang usia, yang 

mencerminkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam perencanaan 

pembangunan, penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Informasi ini 

juga memberikan wawasan tentang keseimbangan antara kelompok usia produktif 

dan non-produktif, serta rasio antara jumlah laki-laki dan perempuan dalam setiap 

kelompok umur. Berikut merupakan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan 

jenis kelamin yang memberikan gambaran tentang distribusi penduduk di Provinsi 

Jawa Tengah. 

Tabel 3-4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Kelompok 

Umur 

Laki-Laki 

2024 

Laki-Laki 

2025 

Perempuan 

2024 

Perempuan 

2025 

Jumlah 

2024 

Jumlah 

2025 

0–4 1.440,08 1.453,49 1.380,95 1.395,49 2.821,03 2.848,98 

5–9 1.378,56 1.378,01 1.315,61 1.314,67 2.694,17 2.692,68 

10–14 1.395,87 1.388,62 1.328,22 1.324,62 2.724,09 2.713,23 

15–19 1.439,70 1.434,04 1.353,66 1.349,66 2.793,35 2.783,70 

20–24 1.460,29 1.453,87 1.378,23 1.371,58 2.838,52 2.825,45 

25–29 1.488,88 1.488,45 1.407,70 1.405,20 2.896,58 2.893,65 

30–34 1.474,22 1.478,67 1.407,92 1.407,47 2.882,14 2.886,13 

35–39 1.448,59 1.457,13 1.402,03 1.406,08 2.850,62 2.863,20 

40–44 1.394,54 1.404,29 1.374,01 1.376,80 2.768,55 2.781,08 

45–49 1.328,16 1.344,07 1.341,45 1.352,65 2.669,61 2.696,72 

50–54 1.211,73 1.229,03 1.245,77 1.260,83 2.457,49 2.489,86 

55–59 1.079,55 1.100,86 1.133,55 1.156,16 2.213,10 2.257,02 

60–64 897,41 920,1 954,99 984,47 1.852,40 1.904,57 
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Kelompok 

Umur 

Laki-Laki 

2024 

Laki-Laki 

2025 

Perempuan 

2024 

Perempuan 

2025 

Jumlah 

2024 

Jumlah 

2025 

65–69 699,64 721,75 749,89 779,31 1.449,53 1.501,06 

70–74 476,01 500,42 528,31 558,38 1.004,33 1.058,80 

75+ 424,51 450,66 552,27 587,14 976,79 1.037,80 

Jawa 

Tengah 
19.037,74 19.203,43 18.854,54 19.030,50 37.892,28 38.233,93 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

 

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin 

menunjukkan distribusi yang bervariasi antar kelompok usia. Pada tahun 2024 dan 

2025, kelompok umur 0–4 tahun mencatatkan jumlah terbanyak, dengan total 

2.821,03 ribu pada 2024 yang meningkat menjadi 2.848,98 ribu pada 2025. Kenaikan 

ini mencerminkan angka kelahiran yang cukup tinggi, yang berpengaruh pada 

kebutuhan pendidikan dasar dan layanan kesehatan bagi anak-anak. Kelompok usia 

25–29 tahun dan 30–34 tahun juga menunjukkan jumlah yang signifikan, dengan 

distribusi laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Hal ini mencerminkan fase 

usia produktif, yang memerlukan perencanaan lebih lanjut untuk lapangan kerja, 

pelatihan keterampilan, serta pemenuhan kebutuhan perumahan dan pendidikan 

tinggi. 

Selain itu, kelompok usia lebih lanjut seperti 60–64 tahun, 65–69 tahun, 70–74 

tahun, dan 75 tahun ke atas menunjukkan peningkatan jumlah penduduk, dengan 

kelompok 75 tahun ke atas mengalami kenaikan dari 976,79 ribu pada 2024 menjadi 

1.037,80 ribu pada 2025. Peningkatan jumlah lansia ini menandakan kebutuhan akan 

perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan layanan 

untuk kelompok usia lanjut. Secara keseluruhan, total penduduk Jawa Tengah 

diperkirakan mencapai 37.892,28 ribu pada 2024 dan 38.233,93 ribu pada 2025, 

dengan rasio jenis kelamin yang relatif seimbang, sehingga data ini sangat penting 

dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan 

demografis yang berbeda. 

Piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 menggambarkan distribusi jumlah 

penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, yang mencerminkan 

dinamika demografis. Informasi ini penting untuk merencanakan kebutuhan 

pembangunan daerah, mulai dari pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga layanan 

kesehatan yang lebih terfokus pada berbagai kelompok umur. Berikut merupakan 

grafik piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024. 
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Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

Gambar 3-4 Piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 

 

Bentuk piramida penduduk Jawa Tengah tahun 2024 yang menyerupai piramida 

ekspansif tercermin jelas dari data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan 

jenis kelamin. Kelompok usia muda (0–4 tahun) memiliki jumlah yang cukup besar, 

yaitu 1,44 juta laki-laki dan 1,38 juta perempuan, disusul oleh kelompok usia 5–9 dan 

10–14 tahun yang angkanya masih tinggi. Puncak jumlah penduduk berada pada 

kelompok usia produktif muda, yakni 25–29 tahun, dengan jumlah mencapai 1,49 juta 

laki-laki dan 1,41 juta perempuan. Setelah usia tersebut, jumlah penduduk mulai 

menurun secara bertahap pada kelompok usia lebih tua, terutama dari usia 55 tahun 

ke atas, yang memperlihatkan penurunan signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

struktur penduduk Jawa Tengah masih didominasi oleh kelompok usia muda dan 

produktif, namun mulai menunjukkan tanda-tanda transisi demografi dengan 

meningkatnya jumlah lansia, terutama perempuan di kelompok usia 75 tahun ke atas. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan strategi 

pembangunan berkelanjutan, baik dalam bidang pendidikan, lapangan kerja, maupun 

pelayanan kesehatan bagi lansia. 
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3.3 Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Tanah 

Pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah saat ini menghadapi tantangan 

yang semakin kompleks, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tingginya tingkat 

pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pertanian belum 

sepenuhnya diimbangi dengan pengaturan yang ketat serta upaya konservasi yang 

berkelanjutan. Ketidakseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian ini telah 

menimbulkan berbagai dampak lingkungan, seperti penurunan muka air tanah, intrusi 

air laut di wilayah pesisir, dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang dapat 

merusak infrastruktur serta mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat. 

Permasalahan tersebut diperparah oleh belum meratanya sistem perizinan dan 

lemahnya pengawasan terhadap pengambilan air tanah, baik oleh masyarakat umum 

maupun badan usaha. Kondisi ini mencerminkan bahwa pengelolaan air tanah di Jawa 

Tengah belum sepenuhnya terintegrasi secara kelembagaan, regulatif, maupun dalam 

penerapan pengelolaan berbasis data. 

Di sisi lain, potensi air tanah di Jawa Tengah tersebar luas di berbagai kabupaten 

dan kota, dengan karakteristik geologis dan hidrologis yang beragam. Pemanfaatannya 

mencakup berbagai sektor, mulai dari kebutuhan domestik hingga kegiatan pertanian, 

industri, dan layanan publik. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk 

dan aktivitas ekonomi, tekanan terhadap sumber daya air tanah pun semakin tinggi. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami potensi dan pola pemanfaatannya 

secara menyeluruh agar pengelolaan sumber daya ini dapat dilakukan secara bijak, 

berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan pendekatan tata kelola yang terencana dan 

berbasis data, potensi air tanah di Jawa Tengah dapat dimanfaatkan secara optimal 

sebagai penopang utama pembangunan daerah, sekaligus menjaga kelestarian 

lingkungan dan keseimbangan ekosistem di masa mendatang. Berikut merupakan 

jumlah potensi air tanah di Jawa Tengah sebagai berikut. 

Tabel 3-5 Jumlah Potensi Air Tanah di Jawa Tengah 

Jumlah CAT 
Potensi Air Tanah (Juta m3/tahun) 

Bebas Tertekan 

19 CAT lintas kab/kota 6.575,64 140,7 

6 CAT lokal (kabupaten) 355,2 5,8 

6 CAT lintas provinsi 411,15 11,3 

Jumlah Total 7.341,99 157,8 
 Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 2019, 2025 

Jumlah potensi air tanah di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari cadangan yang 

berasal dari berbagai Cekungan Air Tanah (CAT), yang dibagi berdasarkan wilayah 

administratif dan jenis akuifer. Tercatat terdapat 19 CAT lintas kabupaten/kota 

dengan potensi air tanah bebas sebesar 6.575,64 juta m³ per tahun dan potensi air 

tanah tertekan sebesar 140,7 juta m³ per tahun. Selain itu, terdapat 6 CAT lokal yang 

berada dalam satu wilayah kabupaten dengan potensi air tanah bebas sebesar 355,2 
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juta m³ per tahun dan tertekan sebesar 5,8 juta m³ per tahun. Sementara itu, 6 CAT 

lintas provinsi menyumbang potensi air tanah bebas sebesar 411,15 juta m³ per tahun 

dan tertekan sebesar 11,3 juta m³ per tahun. Secara keseluruhan, total potensi air 

tanah di Jawa Tengah mencapai 7.341,99 juta m³ per tahun untuk air tanah bebas dan 

157,8 juta m³ per tahun untuk air tanah tertekan. Data ini menunjukkan bahwa Jawa 

Tengah memiliki cadangan air tanah yang cukup besar dan strategis, yang jika dikelola 

dengan baik dapat mendukung ketahanan air dan pembangunan berkelanjutan di 

berbagai sektor. Berikut merupakan sebaran Peta Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai 

berikut. 

 
Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah. 2021 

Gambar 3-5 Peta Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah 

 

Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan 

konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan 

degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan 

dalam bentuk visualisasi meskipun upaya visualisasi telah dilakukan kepada 

masyarakat khususnya generasi muda, melalui penghargaan Hemat Energi dan Air di 

sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air. 

Kedepan penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah periode 2024 sampai dengan 

2026 menggunakan penilaian baru yang lebih detail, yaitu terkait dengan faktor 

pengambilan air tanah. Pada periode 2018 sampai dengan 2023, penilaian Indeks 
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Ketersediaan Air Tanah untuk faktor pengambilan hanya menggunakan parameter 

jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin saja. Pada periode 2024 sampai 

dengan 2026 untuk penilaian Indeks Ketersediaan Air Tanah, faktor pengambilan akan 

menggunakan parameter sebagai berikut : 

• Jumlah pengambilan air tanah dari yang berizin; 

• Jumlah pengambilan air tanah dari yang tidak berizin; 

• Jumlah pengambilan air tanah dari penduduk non PDAM 

Ketersediaan air tanah merupakan indikator penting dalam menilai 

keberlanjutan sumber daya air di suatu wilayah. Di Provinsi Jawa Tengah, air tanah 

berperan besar dalam memenuhi kebutuhan domestik, pertanian, industri, hingga 

pelayanan publik. Untuk memastikan pemanfaatannya berjalan seimbang dan tidak 

melebihi daya dukung lingkungan, diperlukan pemantauan berkala terhadap kondisi 

ketersediaannya. Indeks Ketersediaan Air Tanah menjadi alat ukur yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana sumber daya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 

di berbagai daerah. Berikut merupakan Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah 

Tahun 2018–2022. 

Tabel 3-6 Indeks Ketersediaan Air Tanah 

 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 

Jumlah potensi 

aman 

pengambilan air 

tanah 820.185.750 820.185.750 820.185.750 820.185.750 820.185.750 

Jumlah pengam-

bilan air tanah 
267.633.695 263.724.945 269.109.632 228.463.997 223.483.855 

Indeks 

Ketersediaan 

Air Tanah 

3,06 3,08 3,05 3,59 3,67 

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah 2021, 2025 

 

Indeks Ketersediaan Air Tanah di Jawa Tengah selama periode 2018 hingga 2022 

menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan membaik dari tahun 

ke tahun. Jumlah potensi aman pengambilan air tanah tetap berada pada angka 

820.185.750 meter kubik per tahun, menunjukkan batas maksimal pengambilan yang 

masih dianggap tidak merusak keseimbangan sumber daya air tanah. Sementara itu, 

jumlah pengambilan air tanah mengalami fluktuasi, dengan angka tertinggi pada tahun 

2020 sebesar 269.109.632 m³ dan terendah pada tahun 2022 sebesar 223.483.855 m³. 

Penurunan volume pengambilan ini berdampak positif terhadap nilai Indeks 

Ketersediaan Air Tanah, yang meningkat dari 3,06 pada tahun 2018 menjadi 3,67 pada 

tahun 2022. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan bahwa pengambilan air tanah 

semakin jauh di bawah batas potensi aman, yang berarti ketersediaannya dalam 
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kondisi relatif aman dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan perbaikan dalam 

pengelolaan pemanfaatan air tanah, serta adanya kesadaran yang lebih besar terhadap 

konservasi sumber daya air di Jawa Tengah. 

Pengelolaan air tanah yang efektif dan berkelanjutan tidak hanya penting untuk 

menjaga ketersediaan sumber daya, tetapi juga menjadi landasan dalam menjamin 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Air tanah yang tersedia dalam jumlah dan 

kualitas yang memadai sangat berperan dalam peningkatan akses terhadap air minum 

layak dan sanitasi layak, yang merupakan indikator utama dalam upaya 

meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, keberadaan data 

dan regulasi yang kuat terkait Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) serta volume 

pengambilan air tanah dari badan usaha sangat diperlukan untuk menjaga 

keseimbangan antara aspek ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. 

Dengan demikian, pengelolaan air tanah harus dipandang sebagai bagian integral 

dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan yang berbasis 

data, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan daya dukung lingkungan akan 

menjadi kunci dalam memastikan bahwa sumber daya air tanah dapat dimanfaatkan 

secara adil dan lestari oleh seluruh lapisan masyarakat di Jawa Tengah. 

Ketersediaan air minum layak dan aman menjadi salah satu prasyarat utama bagi 

kehidupan yang sehat dan produktif. Di Jawa Tengah, meskipun cakupan pelayanan air 

bersih mengalami peningkatan, tantangan masih dihadapi dalam menjangkau wilayah 

terpencil, kawasan rawan kekeringan, dan daerah dengan kualitas sumber air tanah 

yang rendah. Akses air minum layak mencakup tidak hanya ketersediaan secara fisik, 

tetapi juga keberlanjutan, keterjangkauan, dan kualitas. Oleh sebab itu, peningkatan 

cakupan dan pengelolaan layanan air minum harus terus diperkuat agar dapat 

mendukung target pembangunan berkelanjutan.Berikut ini merupakan tabel yang 

menyajikan data capaian akses air minum layak di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 

2020 hingga 2024. 

Tabel 3-7 Akses terhadap Air Minum Layak 

Kabupaten/ 

Kota 
2020 2021 2022 2023 2024 

Kabupaten  

Cilacap 93,02 93,37 90,56 88,75 93,33 

Banyumas 92,8 91,49 90,03 93,57 94,33 

Purbalingga 94,51 85,18 88,61 82,82 88,24 

Banjarnegara 85,54 82,61 89,21 87,56 91,75 

Kebumen 88,16 86,36 87,38 87,34 87,29 

Purworejo 86,82 85,99 89,1 91,26 90,04 

Wonosobo 97,74 95,64 90,28 94,61 95,24 

Magelang 90,51 94,14 94,65 97,5 93,27 

Boyolali 95,08 93,42 96,36 94,36 94,83 
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Kabupaten/ 

Kota 
2020 2021 2022 2023 2024 

Klaten 97,83 97,84 97,97 99,52 99,48 

Sukoharjo 99,27 98,01 99,45 99,71 99,15 

Wonogiri 96,84 98,82 94,67 96,57 96,96 

Karanganyar 98,53 98,65 98,18 98,48 99,64 

Sragen 98,15 98,33 96,85 98,14 98,45 

Grobogan 81,6 76,14 81,85 82,18 87,09 

Blora 92,41 94,84 93,39 93,54 97,02 

Rembang 96,57 95,36 96,43 95,34 95,86 

Pati 94,97 99,72 96,67 95,92 98,32 

Kudus 98,32 98,9 95,7 94,62 99,6 

Jepara 83,61 81,48 83,46 83,79 89,46 

Demak 96,3 96,71 93,64 92,26 95,99 

Semarang 98,22 98,25 93,7 95,84 99,6 

Temanggung 92,81 91,87 94,15 97,8 97,83 

Kendal 95,78 92,65 95,15 96,78 97,65 

Batang 98,09 98,38 93,63 96,79 96,46 

Pekalongan 97,14 96,2 91,59 95,65 96,91 

Pemalang 92,85 95,14 95,56 97,68 94,38 

Tegal 96,8 98,87 99,32 98,17 98,28 

Brebes 93,17 92,6 89,67 88,78 94,66 

Kota 

Magelang 100 100 99,71 100 99,93 

Surakarta 99,4 99,82 98,68 99,16 99,72 

Salatiga 99,12 98,78 98,04 98,71 98,98 

Semarang 98,9 98,42 99,36 99,88 99,87 

Pekalongan 99,9 99,28 99,96 98,88 99,27 

Tegal 99,89 100 99,41 100 99,66 

TOTAL 94,07 93,62 93,32 93,76 95,43 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

Akses terhadap air minum layak di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian 

yang cukup tinggi dan relatif stabil dari tahun 2020 hingga 2024, dengan persentase 

total yang meningkat dari 94,07% pada 2020 menjadi 95,43% pada 2024, mengalami 

kenaikan sebesar sekitar 1,46%. Beberapa kabupaten seperti Klaten, Sukoharjo, dan 

Karanganyar mencatatkan akses sangat baik dengan angka hampir mendekati atau 

mencapai 99% bahkan lebih, sedangkan kota-kota seperti Magelang, Surakarta, dan 

Semarang konsisten mempertahankan akses di atas 98%, bahkan beberapa mencapai 

hampir 100%. Meski begitu, beberapa daerah seperti Purbalingga mengalami 

penurunan signifikan sebesar 6,27% dari 94,51% pada 2020 menjadi 88,24% pada 

2024, dan Cilacap yang sempat turun dari 93,02% (2020) ke 88,75% (2023) sebelum 

kembali naik ke 93,33% pada 2024. Secara umum, tren ini menggambarkan upaya 
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yang terus-menerus dalam memperluas dan mempertahankan akses air minum layak 

di berbagai wilayah, yang sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat 

di Jawa Tengah. 

Capaian ini mencerminkan keberhasilan sebagian besar wilayah di Jawa Tengah 

dalam menyediakan layanan air minum yang aman dan layak bagi masyarakatnya. 

Namun demikian, daerah-daerah yang capaian aksesnya masih fluktuatif atau belum 

mencapai 90% tetap memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi penyediaan 

infrastruktur, penguatan tata kelola air, maupun peningkatan kesadaran masyarakat. 

Berikut merupakan grafik Akses terhadap Air Minum Layak sebagai berikut 

 
Gambar 3-6 Akses terhadap Air Minum Layak 

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

 

Akses terhadap air minum layak di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020 

hingga 2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, namun 

secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, capaian akses air 

minum layak tercatat sebesar 94,07%, kemudian mengalami penurunan sebesar 

sekitar 0,48% menjadi 93,62% pada 2021 dan penurunan lanjutan sekitar 0,32% 

menjadi 93,32% pada 2022. Setelah itu, terjadi peningkatan sebesar 0,47% pada 2023 

menjadi 93,76%, diikuti dengan lonjakan signifikan sebesar 1,79% pada tahun 2024 

hingga mencapai 95,43%. Data ini menggambarkan adanya upaya yang terus menerus 

dalam meningkatkan ketersediaan air minum layak bagi masyarakat, sehingga pada 

akhirnya memperbaiki kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Jawa Tengah. 

Air tanah masih menjadi sumber utama penyediaan air minum bagi sebagian 

besar rumah tangga di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Ketergantungan ini 

mencerminkan pentingnya peran air tanah dalam menunjang kebutuhan dasar 

masyarakat, terutama di daerah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan air 

perpipaan. Namun demikian, pola pemanfaatan air tanah untuk konsumsi rumah 

94,07
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tangga juga menjadi indikator penting dalam menilai kondisi akses air bersih, 

kesenjangan infrastruktur, dan potensi tekanan terhadap sumber daya air bawah 

permukaan. Berikut merupakan Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air 

Minumnya Berasal dari Air Tanah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Tabel 3-8 Persentase Rumah Tangga yang Sumber Air Minumnya Berasal dari 

Air Tanah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Kabupaten/ Kota 2018 2019 2020 2021 2022 

Kabupaten Cilacap 59,8 63,42 60,74 69,22 66,13 

Kabupaten Banyumas 65,78 67,54 75,38 72,52 71,92 

Kabupaten Purbalingga 73,97 71,65 72,41 80,25 79,09 

Kabupaten Banjarnegara 93,84 94,33 90,46 94,65 94,66 

Kabupaten Kebumen 80,01 74,07 78,77 80,39 81,43 

Kabupaten Purworejo 83,69 86,19 81,21 84,15 84,62 

Kabupaten Wonosobo 56,1 63,03 57,94 72,51 67,68 

Kabupaten Magelang 78,77 78,82 77,44 87,1 85,89 

Kabupaten Boyolali 74,02 67,93 77,95 68,11 64,53 

Kabupaten Klaten 69,99 70,13 69,27 57,65 65,65 

Kabupaten Sukoharjo 64,26 62,83 59,18 54,45 54,08 

Kabupaten Wonogiri 78,17 80,55 76,63 79,12 77,57 

Kabupaten Karanganyar 63,67 62,85 56,56 61,12 58,4 

Kabupaten Sragen 51,19 49,04 41,54 54,92 41,51 

Kabupaten Grobogan 34,63 35,68 26,14 25,8 26,27 

Kabupaten Blora 59,95 53,39 46,66 42,88 43,82 

Kabupaten Rembang 54,26 43,14 43,02 43,92 39,16 

Kabupaten Pati 42,13 39,04 34,57 43,41 37,45 

Kabupaten Kudus 55,5 50,25 42 49,2 48,89 

Kabupaten Jepara 68,22 67,86 68,23 66,77 65,53 

Kabupaten Demak 26,4 24,88 25,15 15,57 13,81 

Kabupaten Semarang 76,41 74,06 74,24 72,16 77,17 

Kabupaten Temanggung 76,31 71,05 73,5 81,3 81,17 

Kabupaten Kendal 49,41 47,96 46,04 55,78 56,17 

Kabupaten Batang 71,87 75,87 72,13 73,94 68,48 

Kabupaten Pekalongan 76,03 78,6 72,75 71,97 68,11 

Kabupaten Pemalang 55,51 51,48 49,45 58,79 51,08 

Kabupaten Tegal 51,34 49,59 51,33 50,99 48,46 

Kabupaten Brebes 55,57 54,84 46,56 58,17 54,94 

Kota Magelang 21,98 16,46 17,06 20,86 14,43 

Kota Surakarta 31,88 19,79 24,11 21,28 28,76 

Kota Salatiga 23,66 22,15 28,34 27,97 23,81 

Kota Semarang 16,95 17,41 18,66 21,85 23,08 
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Kabupaten/ Kota 2018 2019 2020 2021 2022 

Kota Pekalongan 54,74 55,03 47,84 51,47 44,5 

Kota Tegal 2,38 0,77 0,17 0,52 1,5 

Provinsi Jawa Tengah 58,57 57,44 55,74 58,39 56,57 
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025 

Persentase rumah tangga yang menggunakan air tanah sebagai sumber air 

minum di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar 

kabupaten/kota selama periode 2018 hingga 2022. Secara umum, tren di tingkat 

provinsi cenderung stabil meskipun sedikit menurun, dari 58,57 persen pada tahun 

2018 menjadi 56,57 persen pada tahun 2022. Beberapa daerah menunjukkan tingkat 

ketergantungan yang sangat tinggi terhadap air tanah, seperti Kabupaten 

Banjarnegara yang konsisten di atas 90 persen, dan Kabupaten Purworejo serta 

Kabupaten Kebumen yang berada di atas 80 persen. Hal ini mencerminkan 

keterbatasan akses air perpipaan atau sumber air permukaan di wilayah-wilayah 

tersebut. 

Sebaliknya, beberapa kota menunjukkan tingkat penggunaan air tanah yang 

sangat rendah. Kota Tegal misalnya, hanya mencatat 1,5 persen pada tahun 2022, 

menunjukkan dominasi penggunaan air perpipaan atau sumber air lain yang lebih 

aman dan terkelola. Kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Magelang juga 

mencatat persentase yang relatif rendah, menunjukkan adanya alternatif penyediaan 

air minum yang lebih baik. Variasi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses 

dan infrastruktur air bersih antar wilayah. Oleh karena itu, data ini menjadi penting 

sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pembangunan sarana air bersih yang lebih 

merata dan berkelanjutan di seluruh Jawa Tengah. 

Sanitasi layak merupakan indikator penting dalam mencerminkan derajat 

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman. Akses yang baik terhadap 

sarana sanitasi seperti toilet sehat, sistem pembuangan limbah, serta pengelolaan air 

limbah yang aman sangat menentukan kualitas hidup, terutama di daerah padat 

penduduk. Di Provinsi Jawa Tengah, capaian akses sanitasi layak terus mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan 

antarwilayah, khususnya antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang menunjukkan 

perlunya intervensi berbasis wilayah dan kelompok sosial. 

Penanganan isu sanitasi tidak hanya menyangkut aspek teknis penyediaan 

infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan perilaku hidup bersih masyarakat, 

pendidikan kesehatan, serta dukungan lintas sektor. Dalam konteks ini, pengelolaan 

air tanah memiliki peran penting, karena ketersediaan air tanah yang aman dan 

berkelanjutan menjadi salah satu prasyarat utama dalam mendukung sistem sanitasi 

yang layak. Tanpa kualitas dan kuantitas air tanah yang mencukupi, upaya peningkatan 

akses sanitasi akan sulit berjalan optimal. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang 

terpadu dan berwawasan lingkungan harus menjadi bagian integral dari strategi 
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peningkatan akses sanitasi layak di Jawa Tengah. Berikut merupakan data capaian 

akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir (2020–2024), 

yang menggambarkan tren dan variasi antarwilayah dalam upaya mewujudkan 

lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. 

Tabel 3-9 Sanitasi layak  

Kabupaten/ 

Kota 
2020 2021 2022 2023 2024 

Cilacap 80,85 76,42 79,1 80,38 83,25 

Banyumas 75,24 79,97 79,8 83 83,25 

Purbalingga 81,24 76,33 78,56 77,19 82,01 

Banjarnegara 46,25 40,75 51,66 46,09 52,4 

Kebumen 91,95 88,99 93,49 93,68 93,43 

Purworejo 83,79 79,81 80,21 81,43 84,64 

Wonosobo 48,18 53,27 55,3 58,14 63,81 

Magelang 76,91 78,4 80,49 85,14 83,77 

Boyolali 92,65 87,72 92,4 89,31 88,26 

Klaten 94,68 95,37 95 97,16 97,86 

Sukoharjo 96,64 94,27 96,14 95,68 97,08 

Wonogiri 94,47 92,97 94,62 96,12 96,25 

Karanganyar 96,7 95,38 96,32 97,03 98,54 

Sragen 93,27 89,89 93,08 95,3 95,71 

Grobogan 87,39 89,37 87,93 90,49 93,94 

Blora 87,46 90,51 91,52 90,72 90,81 

Rembang 92,68 89,94 92,92 95,44 94,89 

Pati 92,17 91,67 93,8 95,8 96,33 

Kudus 91,81 93,8 92,78 92,12 95,9 

Jepara 63,67 66,59 68,14 70,49 68,05 

Demak 91,54 91,38 91,64 93,6 95,13 

Semarang 89,53 91,01 85,91 85,5 86,32 

Temanggung 68,99 68,05 75,3 69,89 71,77 

Kendal 85,37 83,81 82,65 78,33 83,05 

Batang 67,91 66,96 67,29 61,7 65,92 

Pekalongan 76,85 78,57 77,8 83,47 82,61 

Pemalang 77,64 77,89 77,69 80,73 84,32 

Tegal 81,52 84,23 85,82 85,87 87,09 

Brebes 73,81 80,1 80,72 82,8 85,85 

Kota Magelang 85,87 84,04 82,27 84,93 88,55 

Kota Surakarta 90,03 88,73 87,49 89,97 85,07 

Kota Salatiga 94,61 98,07 97,72 98,15 96,28 

Kota Semarang 93,96 93,67 92,45 95,31 95,83 

Kota Pekalongan 88,49 94,62 86,82 90,69 89,38 

Kota Tegal 91,19 92,77 93,58 94,12 92,48 
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Kabupaten/ 

Kota 
2020 2021 2022 2023 2024 

TOTAL 83,24 83,28 84,37 85,2 86,72 
Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

Akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren 

peningkatan secara bertahap selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, 

capaian rata-rata sebesar 83,24%, dan meningkat secara konsisten hingga mencapai 

86,72% pada tahun 2024. Beberapa kabupaten dan kota menunjukkan capaian yang 

sangat tinggi, seperti Karanganyar, Klaten, Sukoharjo, dan Kota Salatiga, yang 

secara konsisten mencatat angka di atas 95%, bahkan mendekati 99%. Sementara itu, 

beberapa wilayah seperti Banjarnegara, Wonosobo, Jepara, dan Batang mencatat 

angka yang lebih rendah dan cenderung fluktuatif, dengan capaian di bawah 70% pada 

beberapa tahun. Peningkatan akses ini mencerminkan upaya pemerintah daerah 

dalam memperluas layanan sanitasi, namun juga menunjukkan perlunya perhatian 

lebih terhadap daerah dengan capaian rendah agar kesenjangan antarwilayah dapat 

ditekan, serta kualitas kesehatan dan lingkungan dapat ditingkatkan secara merata. 

Berikut ini disajikan grafik perkembangan akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah 

selama periode tahun 2020 hingga 2024. 

 
Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

Gambar 3-7 Sanitasi layak 

 

Akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 

2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Pada tahun 2020, 

cakupan sanitasi layak tercatat sebesar 83,24%, kemudian mengalami sedikit 

peningkatan menjadi 83,28% pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih signifikan mulai 

terlihat pada tahun 2022 dengan capaian 84,37%, lalu meningkat lagi menjadi 
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85,20% pada tahun 2023. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana 

capaian akses sanitasi layak mencapai 86,72%. Peningkatan ini mencerminkan 

adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku 

kepentingan dalam memperluas layanan sanitasi yang aman, terutama melalui 

penyediaan infrastruktur dasar, edukasi kesehatan masyarakat, serta penguatan 

kolaborasi lintas sektor. Meskipun capaian ini cukup menggembirakan, tantangan 

pemerataan antarwilayah dan perubahan perilaku masyarakat tetap menjadi 

pekerjaan rumah yang harus terus diatasi agar seluruh penduduk Jawa Tengah dapat 

menikmati sanitasi yang layak dan aman. 

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan volume pengambilan air tanah oleh badan 

usaha merupakan indikator penting untuk menilai intensitas pemanfaatan sumber 

daya air tanah oleh sektor komersial dan industri. Di Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 

badan usaha diketahui memanfaatkan air tanah dalam jumlah yang sangat besar, yang 

tercermin dari nilai NPA dan volume pemakaian tahunan yang tinggi. Fenomena ini 

menunjukkan besarnya ketergantungan sektor usaha terhadap air tanah sebagai 

sumber utama untuk mendukung operasional mereka. 

Tingginya tingkat pemanfaatan ini, apabila tidak diiringi dengan regulasi yang 

ketat dan kebijakan konservasi yang berkelanjutan, dapat mempercepat degradasi 

kualitas dan kuantitas air tanah. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah yang baik 

menjadi sangat krusial. Pengelolaan yang dimaksud mencakup pengendalian jumlah 

pengambilan, penerapan sistem perizinan berbasis daya dukung dan daya tampung 

lingkungan, serta pelaporan dan monitoring pemakaian oleh setiap pengguna, 

khususnya badan usaha. 

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan volume pengambilan air tanah merupakan 

indikator penting dalam menilai pemanfaatan sumber daya air tanah di Provinsi Jawa 

Tengah, baik oleh badan usaha maupun kegiatan pengusahaan secara umum. NPA 

mencerminkan nilai ekonomis dari pemanfaatan air tanah untuk keperluan komersial 

seperti industri, perhotelan, rumah sakit, dan sektor jasa lainnya. Sementara itu, 

volume pengambilan menunjukkan jumlah aktual air tanah yang dieksploitasi. 

Perubahan dalam kedua indikator ini mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi, 

kebijakan pemanfaatan air, serta tekanan terhadap sumber daya air tanah di daerah. 

Berikut merupakan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Volume Pengambilan Air 

Tanah dari Badan Usaha Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 

2024. 
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Tabel 3-10 Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Volume Pengambilan Air 

Tanah dari Badan Usaha 

Kabupaten dan Kota 
NPA (Juta) Volume (Ribu) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Kabupaten Cilacap 18.213 10.642 6.976 1.333 1.876 1.489 

Kabupaten Banyumas 6.305 7.712 8.138 2.751 3.037 3.293 

Kabupaten Purbalingga 2.050 2.497 2.691 518 418 475 

Kabupaten Banjarnegara 821 2.253 860 254 674 239 

Kabupaten Kebumen 2.844 1.506 183 900 266 215 

Kabupaten Purworejo 1.921 2.299 396 1.018 784 81 

.Kabupaten Wonosobo 343 841 63 503 200 102 

.Kabupaten Magelang 4.070 4.227 6.721 642 669 972 

Kabupaten Boyolali 14.912 11.147 36.716 4.397 5.279 4.289 

Kabupaten Klaten 14.419 27.667 21.302 4.870 4.595 3.592 

Kabupaten Sukoharjo 33.365 24.146 20.909 5.774 3.747 2.954 

Kabupaten Wonogiri 4.930 1.417 7.358 836 223 1.241 

Kabupaten Karanganyar 6.151 10.871 2.595 903 1.428 633 

Kabupaten Sragen 2.069 13.469 2.265 274 2.715 1.194 

Kabupaten Grobogan 2.389 1.354 2.636 235 186 396 

Kabupaten Blora 5.490 7.325 2.014 604 904 943 

Kabupaten Rembang 5.632 1.211 3.640 425 156 337 

Kabupaten Pati 16.226 11.705 62.310 11.447 8.258 10.850 

Kabupaten Kudus 46.197 41.991 183.828 17.854 16.229 16.712 

Kabupaten Jepara 25.570 24.257 86.963 18.039 17.113 17.231 

Kabupaten Demak 11.571 10.760 13.129 5.924 5.549 14.266 

Kabupaten Semarang 46.842 78.458 40.236 15.899 17.332 13.778 

Kabupaten Temanggung 1.606 1.715 397 473 520 568 

Kabupaten Kendal 27.979 26.883 32.319 16.796 12.770 40.422 

Kabupaten Batang 7.968 16.359 4.833 1.408 889 2.212 

Kabupaten Pekalongan 10.025 10.311 9.159 3.919 4.823 4.534 

Kabupaten Pemalang 8.315 4.949 10.079 674 515 811 

Kabupaten Tegal 3.012 431 4.323 539 391 672 

Kabupaten Brebes 3.164 3.238 6.737 1.704 1.978 2.754 

Kota Magelang 1.730 1.592 1.854 269 243 287 

Kota Surakarta 51.920 68.220 62.881 4.840 6.460 8.433 

Kota Salatiga 12.606 11.108 7.037 2.160 2.201 1.007 

Kota Semarang 97.625 90.700 103.390 10.416 11.806 13.951 

Kota Pekalongan 12.759 1.862 11.683 2.298 3.673 2.127 

Kota Tegal 5.829 1.094 6.568 981 761 583 

Provinsi Jawa Tengah 516.853 536.197 773.187 141.862 138.650 173.642 

.Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 
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Selama periode 2022 hingga 2024, nilai perolehan air tanah (NPA) dan volume 

pengambilan air tanah oleh badan usaha di Jawa Tengah mengalami fluktuasi yang 

signifikan, baik antarwilayah maupun antarwaktu. Beberapa daerah menunjukkan 

penurunan tajam, seperti Kabupaten Cilacap yang NPA-nya turun sebesar 61,7% dari 

Rp18,2 miliar (2022) menjadi Rp6,97 miliar (2024), dan volume air turun 11% dari 

1.333 ribu m³ menjadi 1.489 ribu m³. Sebaliknya, Kabupaten Kudus mencatat lonjakan 

NPA luar biasa sebesar 298% dari Rp46,2 miliar (2022) menjadi Rp183,8 miliar 

(2024), meskipun volume hanya naik sekitar 2,4%. Kabupaten Pati juga mengalami 

peningkatan NPA sebesar 284% dalam periode yang sama. Kota Semarang mengalami 

kenaikan NPA sebesar 5,9% dari Rp97,6 miliar (2022) menjadi Rp103,4 miliar (2024), 

disertai peningkatan volume sebesar 33,9%. Di sisi lain, beberapa daerah seperti 

Kabupaten Kebumen mengalami penurunan drastis, dengan NPA turun 93,6% dan 

volume turun 76,1%. Perubahan signifikan ini mencerminkan pergeseran aktivitas 

industri, perubahan kebijakan pemanfaatan air tanah, serta variasi potensi dan 

tekanan lingkungan antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan grafik 

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Volume Pengambilan Air Tanah dari Badan Usaha 

sebagai berikut: 

 
.Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2025 

Gambar 3-8 Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Volume Pengambilan Air 

Tanah dari Badan Usaha 

 

Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dari badan usaha di Provinsi Jawa Tengah 

menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam periode 2022–2024. Pada tahun 2022, 

total NPA tercatat sebesar Rp516.853 juta dan meningkat tipis sebesar 3,73% menjadi 

516853 536197

773187

141862 138650
173642

2022 2023 2024

Nilai Perolehan Air Tanah dan Volume Pengambilan Air Tanah dari 
Badan Usaha

NPA (Juta) volume (ribu)
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Rp536.197 juta pada 2023. Kenaikan yang jauh lebih tinggi terjadi pada 2024, yakni 

sebesar 44,22% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga total NPA mencapai 

Rp773.187 juta. Sementara itu, volume pengambilan air tanah mengalami penurunan 

sebesar 2,26% dari 141.862 ribu m³ pada 2022 menjadi 138.650 ribu m³ pada 2023. 

Namun, pada 2024 terjadi lonjakan volume sebesar 25,2% menjadi 173.642 ribu m³. 

Peningkatan signifikan pada 2024 baik dari sisi nilai maupun volume menunjukkan 

adanya ekspansi kegiatan usaha dan pemanfaatan air tanah yang lebih intensif di 

berbagai wilayah di Jawa Tengah. 

Selain Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan volume pengambilan air tanah dari 

badan usaha, terdapat juga data mengenai Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan 

volume pengambilan pengusahaan air tanah secara keseluruhan di Provinsi Jawa 

Tengah. Berikut merupakan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Volume Pengambilan 

Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, 2021 

Tabel 3-11 Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) dan Volume Pengambilan 

Pengusahaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah, 2021 

No Cabang Dinas Kabupaten / 

Kota 

NPA NPA Total (Rp) Volume m3 Volume 

Total m3 

1 Cabdin 

Ungaran 

Telomoyo 

Kab. 

Temanggung  

1.714.286.700 91.279.915.038 519.210 20.051.145 

Kota Salatiga 11.107.931.000 2.200.590 

Kab. Semarang  78.457.697.338 17.331.345 

2 Cabdin 

Kendeng 

Selatan 

Kab. Blora  7.324.241.700 9.887.713.852 903.898 1.244.935 

Kab. Grobogan  1.353.344.700 185.170 

Kab. Rembang  1.210.127.452 155.867 

3 Cabdin Serayu 

Tengah 

Kab. 

Banjarnegara  

2.252.296.805 4.748.366.405 673.462 1.090.739 

Kab. Purbalingga  2.496.069.600 417.277 

4 Cabdin Merapi Kab. Boyolali  11.146.082.001 44.630.376.601 5.278.581 10.784.114 

Kab. Klaten  27.666.328.100 4.594.914 

Kab. Magelang  4.226.081.800 668.027 

Kota Magelang  1.591.884.700 242.592 

5 

  

  

Cabdin Serayu 

Selatan 

  

  

Kab. Kebumen  1.505.096.700 4.644.404.475 265.296 1.248.313 

Kab. Wonosobo  840.434.700 199.309 

Kab. Purworejo  2.298.873.075 783.708 

6 Cabdin Sewu 

Lawu 

Kab. Wonogiri  1.416.722.100 25.562.132.000 222.976 3.969.680 

Kab. Sukoharjo  24.145.409.900 3.746.704 

7 Cabdin Serayu 

Utara 

Kab. Pekalongan  10.310.531.117 28.530.840.184 4.822.467 9.383.169 

Kota Pekalongan 1.861.739.670 3.672.504 

 Kab. Batang  16.358.569.397 888.198 

8 Cabdin 

Semdem 

Kota Semarang  90.699.100.970 128.340.728.725 11.805.655 30.123.304 

Kab. Demak  10.759.080.750 5.548.637 

Kab. Kendal  26.882.547.005 12.769.012 

9 Kab. Pemalang  4.948.264.620 9.708.767.769 514.531 3.642.711 
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No Cabang Dinas Kabupaten / 

Kota 

NPA NPA Total (Rp) Volume m3 Volume 

Total m3 

Cabdin Slamet 

Utara 

Kota Tegal  1.093.122.180 760.272 

Kab. Tegal  430.162.740 390.637 

Kab. Brebes  3.237.218.229 1.977.271 

10 Cabdin 

Kendeng Muria 

Kab. Jepara  24.256.930.478 77.951.979.271 17.112.473 41.597.808 

Kab. Kudus 41.990.671.913 16.228.279 

Kab. Pati  11.704.376.880 8.257.056 

11 Cabdin Solo Kota Surakarta  68.219.743.410 92.557.918.481 6.459.729 10.601.706 

Kab Karanganyar  10.870.003.371 1.427.214 

Kab Sragen  13.468.171.700 2.714.763 

12 Cabdin Slamet 

Selatan 

Kab. Banyumas  7.711.318.830 18.353.000.930 3.036.071 4.911.828 

Kab. Cilacap  10.641.682.100 1.875.757 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2025 

Pada tahun 2021, pemanfaatan air tanah di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan 

aktivitas yang cukup tinggi, baik dari sisi nilai ekonomi (Nilai Perolehan Air 

Tanah/NPA) maupun volume pengambilan. Total NPA mencapai lebih dari Rp 636 

miliar dengan total volume pengambilan mencapai sekitar 140 juta meter kubik. 

Cabang Dinas (Cabdin) Semdem, yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan 

Kabupaten Kendal, mencatat kontribusi terbesar dengan total NPA mencapai 

Rp128,34 miliar dan volume pengambilan lebih dari 30 juta m³. Kota Semarang sendiri 

menjadi penyumbang tertinggi dengan NPA Rp90,69 miliar dan volume sebesar 11,8 

juta m³. Di sisi lain, Cabdin Kendeng Muria yang mencakup Kabupaten Jepara, Kudus, 

dan Pati juga menonjol dengan volume pengambilan tertinggi sebesar 41,6 juta m³, 

serta NPA senilai Rp77,95 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan air tanah 

sangat terkonsentrasi di wilayah-wilayah dengan aktivitas industri dan perkotaan 

tinggi. Sementara itu, beberapa cabdin seperti Serayu Tengah dan Kendeng Selatan 

menunjukkan nilai dan volume yang relatif lebih rendah, mencerminkan distribusi 

pemanfaatan yang tidak merata di seluruh provinsi. 
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Regulasi Pengelolaan Air Tanah 

Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan memerlukan dasar hukum dan 

kebijakan yang kuat sebagai landasan pelaksanaan di tingkat pusat maupun daerah. 

Regulasi berfungsi sebagai alat untuk mengatur pemanfaatan, konservasi, 

pengendalian pencemaran, serta pengawasan terhadap pengambilan air tanah, 

khususnya di tengah meningkatnya tekanan akibat pertumbuhan penduduk dan 

aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang air tanah tidak hanya memuat ketentuan teknis, tetapi juga mencerminkan 

prinsip keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan. 

Di Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan air tanah telah diatur melalui berbagai 

regulasi baik yang bersifat nasional, seperti Undang-Undang Sumber Daya Air dan 

turunannya, maupun kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah, Surat 

Keputusan Gubernur, hingga petunjuk teknis operasional. Evaluasi dan harmonisasi 

regulasi menjadi sangat penting agar implementasi di lapangan dapat berjalan efektif 

dan tidak tumpang tindih. Subbab ini mengulas secara ringkas regulasi yang berlaku, 

tantangan implementasi, serta arah penguatan kebijakan pengelolaan air tanah di 

masa depan. 

 

4.1.1 Kewenangan Pengelolaan Air Tanah 

Pengelolaan air tanah di Indonesia diatur melalui pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pembagian kewenangan ini bergantung pada cakupan wilayah cekungan air tanah 

(CAT) dan skala pemanfaatan air tanah oleh masyarakat atau pelaku usaha. Dengan 

demikian, pengelolaan dilakukan secara terkoordinasi untuk menjaga keberlanjutan 

dan kelestarian sumber daya air tanah. 

Pemerintah pusat memiliki kewenangan terhadap pengelolaan air tanah di 

wilayah cekungan yang melintasi lebih dari satu provinsi atau yang ditetapkan sebagai 

wilayah strategis nasional. Kewenangan ini mencakup penerbitan izin pengusahaan air 

tanah (IPAT) untuk keperluan industri besar atau penggunaan dalam jumlah besar. 
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Pengelolaan di tingkat pusat dilakukan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM), khususnya Direktorat Jenderal Geologi dan dinas teknis terkait di 

daerah. Sementara itu, pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap pengelolaan 

air tanah di dalam satu wilayah provinsi, termasuk pengawasan terhadap kegiatan 

usaha skala menengah dan penetapan zona konservasi air tanah. 

Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, penguatan kapasitas kelembagaan di 

tingkat provinsi menjadi sangat penting, mengingat tingginya tekanan terhadap air 

tanah akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta kebutuhan industri dan 

pertanian. Pemerintah provinsi tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi 

perizinan dan pengawasan, tetapi juga harus mampu melakukan perencanaan berbasis 

daya dukung lingkungan, pemantauan kuantitatif dan kualitatif air tanah, serta 

integrasi data dari seluruh wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi lintas 

sektor dan lintas tingkat pemerintahan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan air 

tanah yang berkelanjutan. Kewenangan yang telah ditetapkan harus diiringi dengan 

penguatan kapasitas, sumber daya, dan sistem informasi yang andal agar pelaksanaan 

pengelolaan air tanah benar-benar dapat menjamin keberlanjutan sumber daya 

sekaligus mendukung pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. 

Agar pengelolaan air tanah lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan ke depan, 

diperlukan kebijakan yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pengawasan. Pemerintah kabupaten/kota berperan penting dalam pendataan dan 

pengendalian pengambilan air tanah oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal, 

termasuk penertiban sumur ilegal dan edukasi konservasi. Sementara itu, provinsi 

harus menjadi simpul koordinasi yang mampu menyinergikan kebijakan dan program 

pengelolaan air tanah secara vertikal dan horizontal. Dengan dukungan sistem 

perizinan digital, pemantauan berbasis teknologi, serta partisipasi aktif masyarakat, 

pengelolaan air tanah dapat dijalankan secara berkelanjutan demi mendukung 

ketahanan air dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. 

 

4.1.2 Regulasi Pengelolaan Air Tanah 

Pengelolaan air tanah yang berkelanjutan membutuhkan dasar hukum yang kuat 

dan terintegrasi, sebagai landasan dalam mengatur seluruh aspek pemanfaatan, 

konservasi, dan perlindungan sumber daya air tanah. Dalam konteks nasional, regulasi 

pengelolaan air tanah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai 

dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, hingga 

peraturan pelaksana di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Regulasi tersebut 

mencakup ketentuan tentang perizinan, pengawasan, konservasi cekungan air tanah, 

serta pengendalian terhadap eksploitasi berlebih yang dapat mengancam 

keseimbangan lingkungan. Berikut merupakan regulasi-regulasi utama yang menjadi 

dasar dalam pengelolaan air tanah di Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah 
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Tabel 4-1 Analisis Regulasi Pengelolaan Air Tanah 

Regulasi Uraian Keterangan 

UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

Pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan 

bahwa air tanah sebagai bagian dari kekayaan 

alam harus dikuasai oleh negara dan 

dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Ini berarti pengelolaan 

air tanah tidak boleh semata-mata 

mengutamakan kepentingan ekonomi, tetapi 

harus menjamin keadilan akses, 

keberlanjutan lingkungan, dan 

kesejahteraan masyarakat luas. Negara 

bertanggung jawab memastikan air tanah 

digunakan secara adil, efisien, dan lestari, 

dengan pengawasan terhadap pengambilan 

oleh sektor usaha serta perlindungan 

terhadap hak masyarakat atas air bersih. 

Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 

2019 tentang Sumber 

Daya Air 

• Pasal 1 angka 4, Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah. 

Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, 

tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan 

pelepasan Air Tanah berlangsung 

• Pasal 5, Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakyat 

• Pasal 9, Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air Pemerintah 

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur 

dan mengelola Sumber Daya Air 

Pengelolaan air tanah merupakan 

kewenangan negara yang dilaksanakan oleh 

pemerintah pusat dan provinsi, dengan tujuan 

utama untuk memenuhi kebutuhan pokok 

masyarakat secara berkelanjutan. 

Pengelolaan dilakukan berbasis wilayah 

sungai dan cekungan air tanah, dengan 

prioritas pemanfaatan yang diatur dalam pola 

dan rencana pengelolaan, serta menekankan 

keterpaduan antara air permukaan dan air 
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Regulasi Uraian Keterangan 

• Pasal 13, Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah 

provinsi bertugas: 

a. Menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan 

kebljakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan 

provinsi sekitarnya; 

b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/ kota; 

c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/kota; 

d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai 

lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah 

Sungai tersebut; 

e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/ kota; 

f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada 

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; 

g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan 

kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayih Sungai lintas 

kabupaten / kota; 

h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem 

pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi; 

i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah 

kabupaten/ kota; 

j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan 

Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota; 

k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan 

Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; 

tanah guna menjamin keadilan, efisiensi, dan 

keberlanjutan. 
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Regulasi Uraian Keterangan 

l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota 

dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan 

m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang 

Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. 

• Pasal 14, Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah 

Provinsi berwenang: 

a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya 

berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan 

kepentingan provinsi sekitarnya; 

b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/ kota; 

c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai 

lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi 

sekitarnya; 

d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/ kota; 

e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di 

Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; 

f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem 

Penyediaan Air Minum; 

g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air 

untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk 

kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/kota; 

h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah 

Sungai lintas daerah kabupaten/kota; 
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Regulasi Uraian Keterangan 

i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku 

kepentingan terkait; dan 

j. memungut, menerima, dan menggunalan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas 

kabupaten/ kota. 

• Pasal 22, Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan 

memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan 

mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan. Air tanah yang dimaksud 

merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah 

Sungai yang bersangkutan. 

• Pasal 26, Konservasi Sumber Daya Air dilaksanakan pada mata Air, sungai, 

danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah 

tangkapan Air, Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, 

dan kawasan pantai. 

• Pasal 28, Pendayagunaan sumber daya air harus dilakukan secara berkelanjutan 

dengan prioritas utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 

masyarakat. Jika ketersediaan air masih mencukupi, maka prioritas selanjutnya 

adalah pemenuhan kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat. Urutan prioritas 

pemanfaatan air ini diatur secara sistematis dalam Pola dan Rencana 

Pengelolaan Sumber Daya Air, yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat, 

kegiatan non-usaha, dan kegiatan usaha, guna menjamin keadilan, efisiensi, dan 

keberlanjutan pemanfaatan air. 

• Pasal 29, Pendayagunaan Sumber Daya Air meliputi: 

a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau waduk, rawa, dan Sumber Air 

Permukaan lainnya; 

b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah; 

c. Air hujan; dan 
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Regulasi Uraian Keterangan 

d. Air laut yang berada di darat 

• Pasal 39, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kewenangannya menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air untuk 

terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air yang dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Pola pengelolaan 

Sumber Daya Air disusun berdasarkan Wilayah Sungai dengan prinsip 

keterpaduan antarsektor dan antarwilayah serta keterkaitan penggunaan antara 

Air Permukaan dan Air Tanah. 

• Pasal 44, Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dan kebutuhan 

bukan usaha dilakukan berdasarkan izin. Izin penggunaan Sumber Daya Air 

diberikan dengan memperhatikan fungsi kawasan dan kelestarian lingkungan 

hidup serta Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 

• Pasal 45, zin Penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan bukan usaha terdiri atas 

Izin Penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari jika 

Cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami air tanah atau 

memerlukan Air dalam jumlah yang besar, izin penggunaan air tanah untuk 

pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat jika cara penggunannya dilakukan 

dengan mengubah kondisi alami Sumber Air atau di luarsistem irigasi yang 

sudah ada, serta izin penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan bagi 

kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian 

rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha 

• Pasal 46, Penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan 

memperhatikan prinsip:  

a. tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak 

rakyat atas Air;  

b. pelindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;  
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Regulasi Uraian Keterangan 

c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;  

d. pengawasan danpengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;  

e. prioritas utama penggunaan air tanahuntuk kegiatan usaha diberikan 

kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 

usahamilik desa; dan  

f. pemberian izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha kepada pihak 

swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip 

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan 

masih terdapat ketersediaan air 

• Pasal 54, lolaan sistem informasi Air Tanah sesuai dengan kewenangannya. 

Sistem informasi Tanah merupakan jaringan informasi Air Tanah yang tersebar 

dan dikelola oleh berbagai institusi dan harus dapat diakses oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan dalam bidang Air Tanah 

• Pasal 56, Pengawasan Pengelolaan Air Tanah dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Air Tanah serta dapat 

dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat 

Peraturan 

Pemerintah  

Nomor 43 Tahun 

2008 

tentang 

Air Tanah 

• Pasal 2, Sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara 

menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk 

mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

• Pasal 3, Air tanah dikelola dengan prinsip keterpaduan dengan air permukaan. 

• Pasal 4, Pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah yang 

diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi 

pengelolaan air tanah 

• Pasal 5, Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam 

penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian 

Pengelolaan air tanah dilakukan secara 

terpadu, menyeluruh, dan berwawasan 

lingkungan, berdasarkan cekungan air 

tanah sebagai satuan wilayah pengelolaan. 

Pemerintah, khususnya gubernur, memiliki 

kewenangan dalam menyusun kebijakan, 

strategi, dan rencana pengelolaan, 

termasuk menetapkan zona konservasi dan 

peruntukan air tanah. Pengelolaan mencakup 

konservasi, pendayagunaan, pengendalian 
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daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan 

memperhatikan kondisi air tanah setempat. Kebijakan pengelolaan air tanah 

disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber 

daya air 

• Pasal 6, Kebijakan pengelolaan sumber daya air dijabarkan lebih lanjut dalam 

kebijakan teknis pengelolaan air tanah. Gubernur menyusun dan menetapkan 

kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dengan mengacu pada kebijakan 

teknis pengelolaan air tanah nasionaldan berpedoman pada kebijakan 

pengelolaan sumber daya air pada Tingkat provinsi. 

• Pasal 8, Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis 

dan/atau kondisi hidraulik air tanah; 

b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem 

pembentukan air tanah; dan 

c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer. 

• Pasal 12, Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali 

apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan 

dan/atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria 

• Pasal 13, Strategi pengelolaan air tanah merupakan kerangka dasar dalam 

merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan 

konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air 

tanah pada cekungan air tanah 

• Pasal 18, Pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi 

pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya 

konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pengelolaan air tanah meliputi 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan 

daya rusak, serta pengawasan kualitas dan 

kuantitas air tanah. Setiap kegiatan 

penggunaan dan pengusahaan air tanah wajib 

memiliki izin, dilengkapi pelaporan, 

pemantauan, serta pemasangan alat ukur. 

Selain itu, pengelolaan didukung oleh sistem 

informasi air tanah yang tersusun di tingkat 

nasional hingga daerah. Seluruh upaya ini 

bertujuan untuk menjaga keberlanjutan air 

tanah bagi kebutuhan masyarakat, 

lingkungan, dan pembangunan. 
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konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air 

tanah. 

• Pasal 19, Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan 

rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan 

dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air 

tanah 

• Pasal 26, Gubernur menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan air tanah 

pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota berdasarkan strategi 

pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah lintas 

kabupaten/kota Penyusunan rencana pengelolaan air tanah dilakukan sesuai 

dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan 

instansi teknis dan unsur masyarakat terkait. 

• Pasal 28, Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah meliputi kegiatan 

pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, 

pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah. 

• Pasal 32, gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan 

pelaksanaan pengelolaan air tanah. Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air 

tanah dilakukan melalui: 

a. pengamatan; 

b. pencatatan; 

c. perekaman; 

d. pemeriksaan laporan; dan/atau 

e. peninjauan secara langsung. 

Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai 

dengan kebutuhan 
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• Pasal 33, Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan pengelolaan air tanah. 

• Pasal 34, Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai 

dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan 

atas rencana pengelolaan air tanah. 

• Pasal 35, Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan 

keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah 

• Pasal 36, Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan 

pemantauan air tanah. 

• Pasal 39, Perlindungan dan pelestarian air tanah ditujukan untuk melindungi dan 

melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah. 

• Pasal 35, Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan 

untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan 

kondisi alaminya. 

• Pasal 46, Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus 

menutup setiap sumur bor atau sumur gali yang kualitas air tanahnya telah 

tercemar. 

• Pasal 47, Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah 

dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat 

secara adil dan berkelanjutan. Pendayagunaan air tanah dilaksanakan 

berdasarkan rencana pengelolaan air tanah. 

• Pasal 48, Penatagunaan air tanah  ditujukan untuk menetapkan zona 

pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang 

disusun berdasarkan zona konservasi air tanah 

• Pasal 49, Penetapan peruntukan air tanah disusun oleh gubernur sesuai dengan 

kewenangannya dengan mempertimbangkan : 
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a. kuantitas dan kualitas air tanah; 

b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah; 

c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertambahannya; 

d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan 

e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada 

• Pasal 52, Penggunaan air tanah ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan 

prasarana pada cekungan air tanah. Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian 

air tanah dan pengusahaan air tanah 

• Pasal 54, Pemakaian air tanah  merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan 

kegiatan bukan usaha. Izin pemakaian air tanah dapat diberikan kepada 

perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial. 

• Pasal 56, Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah ditujukan untuk 

meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air 

tanah. 

• Pasal 58, Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air 

dari pemanfaatan air tanah 

• Pasal 59, Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan 

dan/atau pengeringan (dewatering) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di 

bidang pertambangan dan energi 

• Pasal 61, Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, 

menanggulangi intrusi air asin, dan memulihkan kondisi air tanah akibat intrusi 

air asin, serta mencegah, menghentikan, atau mengurangi terjadinya amblesan 

tanah. 

• Pasal 66, Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan 

air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan 
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tindakan penanggulangan intrusi air asin dan pemulihan akibat intrusi air asin 

dan/atau melakukan Tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya 

amblesan tanah 

• Pasal 67, Untuk memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 

tanah pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada 

bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur. Untuk 

memperoleh izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah, pemohon 

dikenakan retribusi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-

undangan. 

• Pasal 70, Setiap pemohon izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 

tanah yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi 

air tanah 

• Pasal 71, Pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah 

hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang 

telah ditetapkan. 

• Pasal 76, Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air 

tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam izin. 

• Pasal 77, Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin 

pengusahaan air tanah wajib: 

a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah 

kepada bupati/walikota; 

b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah setiap 

bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri atau 

gubernur; 
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c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau 

pengusahaan air tanah; 

d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh bupati/walikota; 

e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah; 

f. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan melaporkan kepada 

bupati/walikota apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air 

tanah, serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang 

dapat membahayakan lingkungan 

• Pasal 80, Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Menteri, gubernur, dan 

bupati/walikota menyelenggarakan sistem informasi air tanah. Sistem informasi 

air tanah merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola 

dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan 

kabupaten/kota. 

• Pasal 81, Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan: 

a. pengambilan dan pengumpulan data; 

b. penyimpanan dan pengolahan data; 

c. pembaharuan data; dan 

d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi 

Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang 

Perizinan Berusaha 

Berbasis Resiko 

• Pasal 80, perizinan berusaha pada subsektor sumber daya air tidak memiliki 

perizinan berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko 

• Pasal 81, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor 

sumber daya air meliputi izin penggunaan sumber daya air 

• Pasal 106, Permohonan Perizinan Berusaha untuk menggunakan sumber daya 

air diajukan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. 

Perizinan penggunaan air tanah merupakan 

bagian dari Perizinan Berusaha untuk 

Menunjang Kegiatan Usaha yang wajib 

diajukan melalui Sistem OSS. Meskipun tidak 

berbasis analisis tingkat risiko, izin ini 

menjadi instrumen penting dalam 

pengendalian dan pengawasan 

pemanfaatan air tanah, sehingga 
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mendukung pengelolaan yang tertib, 

berkelanjutan, dan sesuai daya dukung 

lingkungan. 

Peraturan 

Pemerintah  

Nomor 30 Tahun 

2024 

Tentang 

Pengelolaan Sumber 

Daya Air 

• Pasal 5, Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan kebijakan 

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta mengacu pada Wilayah Sungai 

dan Cekungan Air Tanah yang telah ditetapkan. Potensi air tanah dalam 

cekungan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan dan 

pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh. 

•  Pasal 16, Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kerangka dasar dalam 

Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai dengan prinsip: 

a. keterpaduan antarsektor dan antarwilayah; 

b. keterkaitan penggunaan antara Air Permukaan dan Air Tanah; dan 

c. keseimbangan antara upaya Konservasi Sumber Daya Air dan 

Pendayagunaan Sumber Daya Air serta memperhitungkan Pengendalian 

Daya Rusak Air 

• Pasal 54, Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air ditujukan untuk melindungi 

dan melestarikan Sumber Air beserta lingkungan keberadaannya terhadap 

kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan yang disebabkan 

oleh tindakan manusia. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air terdiri atas: 

a. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Permukaan; dan 

b. Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah 

Pelindungan dan Pelestarian Sumber Air Tanah dilakukan melalui kegiatan: 

a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah; 

b. menjaga daya dukung Akuifer; dan/atau 

c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona 

rusak. 

Pengelolaan sumber daya air, termasuk air 

tanah, dilakukan secara menyeluruh, terpadu, 

dan berwawasan lingkungan dengan dasar 

kebijakan nasional hingga daerah serta 

mengacu pada Wilayah Sungai dan Cekungan 

Air Tanah. Air tanah dikelola melalui 

perencanaan, konservasi, pendayagunaan, 

pengendalian daya rusak, serta perlindungan 

lingkungan dengan mengutamakan 

pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. 

Pemanfaatannya diatur melalui sistem 

perizinan yang ketat dan transparan, serta 

berbasis pada rencana pengelolaan yang 

melibatkan publik. Penggunaan air tanah 

dibatasi dan dikendalikan untuk menjaga daya 

dukung akuifer dan zona imbuhan, serta 

dilengkapi dengan sistem informasi terpadu 

guna mendukung pengambilan kebijakan 

berbasis data. Dengan demikian, air tanah 

menjadi bagian penting dalam mewujudkan 

keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan 

pemanfaatan sumber daya air. 
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• Pasal 56, Pengendalian pemanfaatan Sumber Air dilakukan sesuai dengan 

ketentuan pemanfaatan zor:a pada Sumber Air yang bersangkutan. Pengendalian 

pemanfaatan Sumber Air dilakukan dengan cara: 

a. melakukan pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan 

pemanfaatan zona pada Sumber Air yang bersangkutan; 

b. mengutamakan penggunaan Air dari Sumber Air Permukaan; dan 

c. membatasi penggunaan Air Tanah dalam hal ketersediaan Sumber Air 

Permukaan terbatas  dengan tetap mengutamakan penggunaan Air Tanah 

untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari 

• Pasal 57, Pengisian Air pada Sumber Air dapat dilaksanakan antara lain dalam 

bentuk: 

a. pengisian Air dari suatu Sumber Air ke Sumber Air yang lain dalam satu 

Wilayah Sungai atau dari Wilayah Sungai yang lain; 

b. pengimbuhan Air ke lapisan Air Tanah (Akuifer); 

c. peningkatan daya resap lahan terhadap Air hujan di Daerah Aliran Sungai 

melalui penatagunaan Iahan; atau 

d. pemanfaatan teknologi Modifikasi Cuaca untuk mempercepat proses 

turunnya hujan dalam kurun waktu dan kondisi tertentu. 

• Pasal 65, Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah 

dilakukan dengan cara: 

a. mempertahankan kemampuan imbuhan Air Tanah; 

b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian, atau kegiatan lain 

yang dapat berpengaruh pada keberlanjutan mata Air; dan/atau  

c. membatasi penggunaan Air Tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan 

pokok sehari-hari Masyarakat sekitar 
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• Pasal 67, Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis 

dan zona rusak dilakukan dengan cara: 

a. membatasi pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap 

pengambilan Air Tanah pada zorla kritis Air Tanah; 

b. melarang pengambilan Air Tanah baru dan mengurangi secara bertahap 

pengambilan Air Tanah pada zona rusak Air Tanah; dan 

c. menciptakan imbuhan buatan 

• Pasal 68, Pengawetan Air ditujukan untuk memelihara keberadaa dan 

ketersediaan Air atau kuantitas Air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. 

Pengawetan Air dilakukan dengan cara: 

a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada 

waktu diperlukan; 

b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau 

c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah 

• Pasal 70, Peningkatan kapasitas imbuhan Air Tanah dilakukan dengan cara 

memperbanyak resapan air Permukaan. 

• Pasal 76, Pendayagunaan sumber daya air dilakukan dengan mengutamakan 

fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dan keberlanjutan, dengan 

prioritas utama pada pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. 

Jika kebutuhan dasar telah terpenuhi, air dapat dimanfaatkan untuk irigasi 

pertanian rakyat, kemudian untuk kegiatan non-usaha dan usaha, sesuai Pola 

dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Pendayagunaan dilakukan secara 

terpadu dan adil antarsektor, antarwilayah, dan antarkelompok masyarakat. 

Dalam hal ini, air tanah khususnya pada Cekungan Air Tanah menjadi 

bagian penting dari sumber daya air yang diprioritaskan untuk pemanfaatan 

berkelanjutan, sejajar dengan air permukaan, air hujan, dan air laut di darat. 
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• Pasal 90, Masyarakat diikutsertakan dalam Pengembangan Sumber Daya Air 

• Pasal 91, Pengembangan Sumber Daya Air meliputi: 

a. Air Permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber Air Permukaan 

lainnya; 

b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber Air Tanah lainnya; 

c. air hujan; dan 

d. air laut yang berada di darat. 

• Pasal 92, Pengembangan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dilakukan secara 

terpadu antar berbagai jenis Sumber Air. Air Tanah merupakan salah satu 

Sumber Daya Air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat 

mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan 

• Pasal 103, Penggunaan sumber daya air, termasuk air tanah, untuk kegiatan 

bukan usaha maupun usaha, wajib memperoleh persetujuan atau perizinan 

dari pemerintah sesuai peruntukannya. Persetujuan penggunaan air tanah untuk 

kebutuhan bukan usaha, dan perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha, 

diberikan berdasarkan potensi sumber daya air, fungsi kawasan, dan 

kelestarian lingkungan hidup. Terdapat dua jenis perizinan, yaitu untuk air 

permukaan dan air tanah, yang diberikan secara berjenjang dan ketat dengan 

mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sebagai prioritas 

tertinggi, lalu pertanian rakyat, dan terakhir untuk kebutuhan usaha, termasuk 

badan usaha negara maupun swasta. Pengelolaan air tanah dalam konteks ini 

menjadi sangat strategis, karena selain harus memenuhi prinsip keadilan dan 

keberlanjutan, juga wajib melalui proses izin yang teratur, transparan, dan 

berbasis rencana pengelolaan yang telah disusun dan disetujui melalui 

konsultasi publik. 
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• Pasal 104, Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah diperlukan 

apabila: 

a. penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari memerlukan 

jumlah yang besar; 

b. penggunaan Air Tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari ditujukan bagi 

keperluan kelompok dengan menggunakan sistem distribusi terpusat; 

dan/atau 

c. pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan 

pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan 

usaha. 

• Pasal 115, Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah diberikan 

oleh gubernur pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota. Persetujuan 

Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah dapat diberikan untuk: 

a. titik atau tempat tertentu pada Sumber Air; atau 

b. ruas tertentu pada Sumber Air 

• Pasal 116, Permohonan persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air 

Tanah diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang energi dan sumber daya mineral, gubernur, atau bupati/wali kota 

sesuai dengan kewenangannya. Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada 

Air Tanah dapat diberikan kepada: perseorangan; kelompok Masyarakat; 

instansi pemerintah; atau badan hukum. 

• Pasal 117, Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk 

pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diberikan untuk jangka waktu: 

a. selama pemegang persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air masih hidup 

untuk perseorangan yang menggunakan Air Tanah guna memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari; atau 
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b. selama kelompok Masyarakat masih ada dan kelompok Masyarakat tersebut 

masih menggunakan Air Tanah untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari. 

Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Air Tanah untuk kegiatan 

pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok 

sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha 

diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun 

• Pasal 121, Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, gubernur, dan/atau 

bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengelolaan 

sistem informasi Sumber Daya Air terpadu. 

Peraturan Menteri 

Energi Dan Sumber 

Daya Mineral  

Nomor 5 Tahun 2024  

tentang  

Pedoman Penetapan 

Nilai Perolehan Air 

Tanah 

• Pasal 2, Dasar pengenaan pajak Air Tanah adalah NPA yang terdiri dari HAB dan 

BAT  

• Pasal 5,  Komponen peruntukan dan pengelolaan memiliki nilai berdasarkan 

kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif  

• Pasal 6, NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT  

• Pasal 7, HAB adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL  

• Pasal 8, Unsur penghitungan BPH  terdiri dari biaya pembangunan dan 

pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur 

produksi selama umur produksi.  

• Pasal 9, Unsur penghitungan BPL terdiri dari biaya pembangunan, operasional, 

serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan 

pada sumur produksi selama umur produksi.  

Pengenaan pajak atas pemanfaatan air tanah 

didasarkan pada Nilai Perolehan Air Tanah 

(NPA), yang dihitung dari perkalian antara 

Harga Air Baku (HAB) dan Biaya Air Tanah 

(BAT). HAB sendiri merupakan gabungan dari 

Biaya Pengelolaan Hidrologi (BPH) dan 

Biaya Pelestarian Lingkungan (BPL). BPH 

dan BPL dihitung berdasarkan biaya 

pembangunan, operasional, pemeliharaan 

sumur imbuhan dan sumur pantau, serta 

volume pengambilan air selama masa 

produksi. Nilai peruntukan dan volume 

pengambilan juga dihitung secara progresif 

sesuai jenis pemanfaatannya. 

Peraturan Menteri 

Energi Dan Sumber 

• Pasal 2, Penggunaan air tanah dibedakan untuk kegiatan usaha dan bukan 

kegiatan usaha, yang masing-masing memerlukan Izin Pengusahaan Air 

Penggunaan air tanah dibedakan untuk 

kegiatan usaha dan non-usaha, yang masing-
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Daya Mineral Nomor 

14 Tahun 2024 

Tentang 

Penyelenggaraan Izin  

engusahaan Air 

Tanah dan 

Persetujuan 

Penggunaan Air 

Tanah 

Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Keduanya diterbitkan oleh 

gubernur untuk wilayah cekungan air tanah dan sumber air tanah lainnya 

yang berada di wilayah sungai lintas kabupaten/kota, dengan lokasi penggunaan 

ditetapkan secara spesifik pada titik atau ruas tertentu. 

• Pasal 3,  Izin Pengusahaan Air Tanah  dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah 

diterbitkan berdasarkan pada kondisi Air Tanah yang tercantum dalam Zona 

Konservasi Air Tanah. Zona Konservasi Air Tanah ditetapkan oleh gubernur, 

sesuai dengan kewenangannya  Dalam hal Zona Konservasi Air Tanah belum 

ditetapkan, pengendalian dan pembatasan penggunaan Air Tanah diberikan 

dengan mengacu pada data hidrogeologi lainnya  

• Pasal 7, Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan oleh pelaku usaha 

melalui Sistem OSS kepada gubernur, atau sesuai dengan kewenangannya.  Izin 

Pengusahaan Air Tanah bagi pelaku usaha didasarkan atas KKPR sesuai kegiatan 

pelaku usaha  

• Pasal 8, Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diajukan oleh pemohon 

persetujuan melalui Aplikasi Perizinan Online kepada Gubernur sesuai dengan 

kewenangannya  

• Pasal 12, Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah yang akan habis masa berlakunya 

melalui Sistem OSS paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lambat 2 (dua) bulan 

sebelum jangka waktu Izin Pengusahaan Air Tanah berakhir.  

• Pasal 13, Pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dapat mengajukan 

permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang akan habis 

masa berlakunya melalui Aplikasi Perizinan Online paling cepat 6 (enam) bulan 

dan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Persetujuan Penggunaan 

Air Tanah berakhir.  

masing memerlukan Izin Pengusahaan Air 

Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air 

Tanah, diterbitkan oleh gubernur sesuai 

kewenangannya pada wilayah cekungan air 

tanah lintas kabupaten/kota. Penerbitan izin 

atau persetujuan ini didasarkan pada Zona 

Konservasi Air Tanah, atau jika belum 

tersedia, mengacu pada data hidrogeologi lain. 

Permohonan dilakukan melalui Sistem OSS 

untuk kegiatan usaha dan Aplikasi Perizinan 

Online untuk non-usaha, serta dapat 

diperpanjang dalam rentang waktu yang telah 

ditentukan. Dalam kondisi tertentu seperti 

bencana alam, pemegang izin dapat 

mengajukan perubahan. Selain itu, 

pencabutan izin dapat dilakukan atas 

permohonan, sanksi administratif, atau 

putusan pengadilan. Pemerintah daerah, 

khususnya gubernur dan bupati/wali kota, 

juga bertanggung jawab atas pembinaan, 

pengawasan, dan peningkatan kompetensi 

teknis, serta dapat bekerja sama dengan 

pihak lain dalam mendukung pengelolaan air 

tanah secara berkelanjutan. 
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• Pasal 15, Dalam hal terjadi bencana alam yang menyebabkan sumur bor/gali Air 

Tanah tidak dapat digunakan, pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah atau 

pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah dapat mengajukan perubahan Izin 

Pengusahaan Air Tanah atau Persetujuan Penggunaan Air Tanah  

• Pasal 16, Pencabutan izin atau persetujuan penggunaan air tanah dapat 

dilakukan atas permohonan pemegang izin, sebagai tindak lanjut sanksi 

administratif, atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 

tetap. Permohonan pencabutan diajukan sesuai kewenangan melalui Sistem OSS 

untuk izin usaha, atau Aplikasi Perizinan Online untuk persetujuan non-usaha. 

• Pasal 25,  Ketentuan masa berlaku Izin Pengusahaan Air Tanah termasuk Izin 

Pengusahaan Air Tanah dalam rangka penataan diberikan untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun.  

• Pasal 28, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 

menyelenggarakan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan 

kompetensi juru bor Air Tanah melalui pendidikan dan pelatihan teknis 

pengeboran Air Tanah yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang 

• Pasal 29, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat 

melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka inventarisasi data 

hidrogeologi, diseminasi informasi, pengembangan kompetensi, dan kegiatan 

lainnya untuk mendukung penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan 

Persetujuan Penggunaan Air Tanah. 

• Pasal 30, Gubernur sesuai kewenangannya bertanggung jawab melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin atau persetujuan 

penggunaan air tanah. Pembinaan dilakukan melalui bimbingan teknis, 

diseminasi, dan konsultasi, sementara pengawasan dilakukan sebagai 
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pengendalian teknis untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang 

berlaku. 

Sumber: analisis penulis, 2025 
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Pengelolaan air tanah merupakan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa 

sumber daya alam harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan air tanah dilakukan secara 

terpadu, menyeluruh, dan berwawasan lingkungan, dengan menekankan prinsip 

keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi. Pemerintah pusat dan daerah, khususnya 

gubernur, berwenang dalam menyusun kebijakan, strategi, dan rencana 

pengelolaan air tanah berbasis cekungan dan wilayah sungai. Proses ini 

mencakup konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, serta sistem 

informasi dan pengawasan. Pemanfaatan air tanah diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok masyarakat dan dilaksanakan melalui sistem perizinan yang ketat, 

transparan, dan berbasis data. 

Dalam aspek administratif dan fiskal, penggunaan air tanah dibedakan menjadi 

kegiatan usaha dan non-usaha, yang masing-masing memerlukan izin atau persetujuan 

dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Pengajuan dilakukan melalui Sistem 

OSS atau Aplikasi Perizinan Online, dengan mekanisme perpanjangan, perubahan, dan 

pencabutan yang diatur jelas. Selain itu, pengenaan pajak atas pemanfaatan air tanah 

dilakukan berdasarkan perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), yang 

memperhitungkan volume pengambilan dan komponen biaya pengelolaan serta 

pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pembinaan, 

pengawasan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung 

pengelolaan air tanah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. 

 

4.1.3 Evaluasi Produk Hukum Pengelolaan Air Tanah 

Evaluasi terhadap produk hukum pengelolaan air tanah merupakan langkah 

penting dalam memastikan bahwa regulasi yang berlaku mampu menjawab dinamika 

pemanfaatan dan perlindungan sumber daya air tanah secara efektif, adil, dan 

berkelanjutan. Seiring meningkatnya kebutuhan dan tekanan terhadap air tanah, 

kebijakan yang mengatur aspek perizinan, konservasi, pendayagunaan, dan 

pengendalian daya rusak perlu ditelaah secara berkala. Evaluasi ini mencakup 

konsistensi isi regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 

kejelasan pembagian kewenangan, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan. 

Salah satu fokus evaluasi penting adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah. Peraturan Daerah 

ini lahir sebagai respons atas kebutuhan daerah untuk memiliki regulasi yang mampu 

mengatur pemanfaatan air tanah secara lebih kontekstual di wilayah Jawa Tengah, 

khususnya dalam menghadapi tantangan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, 

dan over-ekstraksi di sejumlah wilayah. Secara umum, substansi dalam Peraturan 

Daerah  ini telah mengakomodasi prinsip pengelolaan air tanah berkelanjutan, 
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termasuk pengaturan izin pengambilan air tanah, pengawasan dan pelaporan, serta 

penerapan sanksi administratif. 

Namun demikian, dalam evaluasi kesesuaiannya terhadap regulasi nasional 

terbaru seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan 

turunan lainnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperbarui. Misalnya, pembagian 

kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota yang telah berubah pasca 

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta integrasi sistem perizinan melalui Online 

Single Submission (OSS) yang belum sepenuhnya tercermin dalam mekanisme 

pelayanan izin dalam Peraturan Daerah  tersebut. Selain itu, beberapa istilah teknis, 

definisi, dan prosedur pelaksanaan teknis dalam Peraturan Daerah  perlu diselaraskan 

agar tidak menimbulkan interpretasi ganda dan hambatan administratif. 

Evaluasi juga menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan dan 

sistem informasi air tanah, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pelestarian dan pengendalian daya rusak air tanah. Oleh karena itu, pembaruan 

Peraturan Daerah  perlu diarahkan tidak hanya pada aspek legal-formal, tetapi juga 

dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, akuntabilitas sistem perizinan, dan 

instrumen insentif-disinsentif bagi pelaku usaha maupun individu dalam penggunaan 

air tanah secara bertanggung jawab. 

Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah perlu ditinjau dan direvisi agar tetap relevan dan selaras 

dengan perkembangan hukum nasional serta kebutuhan pengelolaan air tanah di 

Provinsi Jawa Tengah yang semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani secara 

adaptif dan kolaboratif. Berikut merupakan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah: 
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Tabel 4-2 Evaluasi Produk Hukum Pengelolaan Air Tanah 

Aspek Regulasi sektoral 

Regulasi Daerah 

Perda Nomor 3 Tahun 

2018 

Keterangan 
Evaluasi 

Kesesuaian 

Prinsip Pengelolaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air, Menekankan 

perlindungan, pelestarian, dan 

keberlanjutan SDA 

Menyebut konservasi, 

pengendalian pencemaran, 

dan pendayagunaan. 

Substansi mendukung, tapi 

belum eksplisit menekankan 

prinsip 'keberlanjutan'. 

Perlu penguatan 

terminologi 

Konservasi dan 

Ekosistem 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air, Menekankan 

pentingnya menjaga fungsi ekosistem 

air dan lingkungan hidup. 

Mengatur zona konservasi 

dan rencana pengelolaan. 

Sudah sejalan secara 

substansi, perlu harmonisasi 

istilah. 

Cukup sesuai 

Pemerataan dan 

Keadilan 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Sumber Daya Air, Mendorong 

akses air untuk seluruh rakyat secara 

adil dan berkelanjutan. 

Belum menyebut asas 

pemerataan atau hak atas 

air secara eksplisit. 

Perlu memperkuat norma 

keadilan akses air tanah. 

Belum sesuai 

Perizinan, 

konservasi, 

klasifikasi air tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2008 tentang Air Tanah 

Mengatur izin eksplorasi 

dan pemanfaatan, sesuai PP. 

Implementasi langsung dari 

Peraturan Pemerintah Nomor 

43 Tahun 2008 tentang Air 

Tanah, tapi perlu penyesuaian 

dengan UU dan PP terbaru. 

Cukup sesuai 

Pendekatan 

Perizinan 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

Menggunakan sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko (risk-based 

Masih menggunakan sistem 

perizinan konvensional. 

Belum menggunakan 

pendekatan risiko dan OSS. 

Tidak sesuai 
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Aspek Regulasi sektoral 

Regulasi Daerah 

Perda Nomor 3 Tahun 

2018 

Keterangan 
Evaluasi 

Kesesuaian 

approach) melalui Online Single 

Submission (OSS). 

Kewenangan 

Perizinan 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

Pemda tetap memiliki kewenangan 

teknis, tetapi penerbitan izin dilakukan 

melalui OSS-RBA. 

Pemda menjadi penerbit 

izin langsung. 

Harus disesuaikan agar 

Pemda sebagai pemberi 

rekomendasi teknis melalui 

OSS-RBA. 

Tidak sesuai 

Jenis Perizinan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

Dikelompokkan berdasarkan tingkat 

risiko usaha: rendah, menengah 

rendah, menengah tinggi, tinggi. 

Tidak ada klasifikasi 

berdasarkan tingkat risiko. 

Perlu penyusunan klasifikasi 

izin sesuai risiko usaha. 

Tidak sesuai 

Integrasi Sistem 

Digital 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 

Semua proses melalui sistem OSS 

berbasis digital. 

Belum mengatur 

penggunaan OSS atau 

sistem digital. 

Perlu integrasi penuh dengan 

OSS dan digitalisasi 

pelayanan. 

Tidak sesuai 

Pendekatan 

Pengelolaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air, Menekankan pendekatan terpadu 

dan lintas sektor, berbasis wilayah 

sungai (WS). 

Fokus hanya pada air tanah 

sebagai entitas tersendiri. 

Perlu pendekatan integratif 

berbasis wilayah sungai. 

Perlu penyesuaian 
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Aspek Regulasi sektoral 

Regulasi Daerah 

Perda Nomor 3 Tahun 

2018 

Keterangan 
Evaluasi 

Kesesuaian 

Koordinasi Lintas 

Kewenangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air, Mendorong sinergi antar 

pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota dalam pengelolaan 

sumber daya air. 

Kewenangan daerah jelas, 

tapi belum ada mekanisme 

koordinasi. 

Perlu penguatan kerjasama 

antar lembaga dan level 

pemerintahan. 

Perlu penyesuaian 

Pengelolaan 

Cekungan Air Tanah 

(CAT) 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air, Air tanah diposisikan sebagai bagian 

integral dari sistem cekungan air dan 

wilayah sungai. 

CAT diatur, tapi tidak 

dikaitkan dengan wilayah 

sungai. 

Perlu harmonisasi istilah dan 

ruang lingkup pengelolaan. 

Perlu penyesuaian 

Pengendalian dan 

Konservasi 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air, Menekankan upaya konservasi 

berbasis daya dukung dan daya tampung 

SDA secara keseluruhan. 

Ada zona konservasi, tapi 

belum berbasis daya 

dukung lingkungan. 

Perlu dimasukkan 

pendekatan daya dukung dan 

daya tampung ekosistem. 

Perlu penyesuaian 

Sumber: Analisis Penulis, 2025 
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Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Air Tanah menunjukkan bahwa regulasi ini pada dasarnya 

telah memuat ketentuan teknis pengelolaan air tanah yang cukup lengkap dan pernah 

relevan dengan kerangka hukum nasional saat masa berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah. Namun, seiring 

perkembangan regulasi sektoral yang lebih mutakhir, termasuk Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya 

Air, diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan menyeluruh terhadap substansi, 

pendekatan, dan struktur Peraturan Daerah  tersebut. 

Dalam hal prinsip pengelolaan sumber daya air, Peraturan Daerah  telah 

mengatur aspek konservasi dan pendayagunaan, namun belum secara eksplisit 

mencantumkan prinsip keberlanjutan dan keadilan akses air sebagaimana 

ditekankan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. 

Selain itu, aspek pemerataan distribusi air tanah dan pengakuan atas hak rakyat 

terhadap air juga belum tergambar secara jelas dalam regulasi daerah ini. 

Ketidaksesuaian yang cukup signifikan juga ditemukan dalam hal mekanisme 

perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengharuskan seluruh perizinan usaha, termasuk 

pengambilan air tanah, menggunakan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(OSS-RBA). Sementara itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah, masih menggunakan pendekatan 

konvensional dan belum mengintegrasikan sistem OSS maupun klasifikasi risiko dalam 

tata kelola perizinan. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam penerapan kebijakan 

dan menyulitkan integrasi antara pusat dan daerah dalam proses pelayanan perizinan. 

Dari perspektif pengelolaan yang lebih luas, Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air mengamanatkan pendekatan 

pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berbasis wilayah sungai, mencakup 

sinergi antara air permukaan dan air tanah. Namun, Peraturan Daerah  Jateng masih 

memperlakukan air tanah sebagai entitas terpisah tanpa keterkaitan langsung dengan 

sistem air permukaan. Koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan juga belum 

diperjelas secara operasional, sehingga menimbulkan potensi fragmentasi kebijakan. 

Di sisi konservasi, meskipun Peraturan Daerah telah menetapkan zona 

konservasi air tanah, pendekatan yang digunakan belum mempertimbangkan secara 

penuh aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang kini menjadi standar 

dalam pengelolaan sumber daya air nasional. 

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Air Tanah dinilai perlu direvisi secara menyeluruh agar 
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selaras dengan dinamika regulasi sektoral terbaru dan mampu menjawab tantangan 

pengelolaan air tanah secara berkelanjutan, adil, dan terpadu. Revisi ini juga menjadi 

krusial untuk memastikan konsistensi antara regulasi daerah dan kebijakan nasional 

dalam mewujudkan tata kelola sumber daya air yang efisien, transparan, serta 

berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. 

 

4.2 Analisis Kelembagaan 

Diperlukan tata kelola kelembagaan yang kuat, terkoordinasi, dan berbasis data 

agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat dan berkelanjutan. Saat ini, 

pengelolaan air tanah melibatkan berbagai institusi di tingkat provinsi maupun 

kabupaten/kota, antara lain Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), 

Bappeda, serta lembaga teknis lainnya. Namun, keberagaman kewenangan dan 

pendekatan antar lembaga seringkali menimbulkan tumpang tindih, celah regulasi, 

hingga lemahnya pengawasan dan pengendalian. 

Analisis kelembagaan ini disusun untuk mengidentifikasi secara mendalam 

peran, fungsi, kewenangan, serta tantangan dari masing-masing institusi yang terlibat 

dalam pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, analisis ini juga 

bertujuan untuk merumuskan arah reformasi kelembagaan guna mendukung tata 

kelola air tanah yang terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi 

antar lembaga, diharapkan pengelolaan air tanah dapat berjalan lebih responsif 

terhadap dinamika lingkungan dan kebutuhan masyarakat di masa depan. Berikut 

adalah analisis kelembagaan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah. 

Tabel 4-3 Kelembagaan Pengelolaan Air Tanah 

Dinas Tupoksi Evaluasi Tindak Lanjut 

Dinas Energi dan 

Sumber Daya 

Mineral (ESDM) 

Provinsi 

• Penyiapan bahan 

perumusan 

kebijakan teknis 

pengelolaan dan 

konservasi air 

tanah 

• Koordinasi dan 

pelaksanaan 

pengawasan 

teknis sumur bor 

dan penggunaan 

air tanah 

• Penerbitan 

rekomendasi 

teknis dan izin 

• Pengawasan 

pasca-izin masih 

lemah 

• Belum ada 

sistem informasi 

pemantauan 

sumur bor 

secara digital 

dan real-time 

• Pengembangan 

sistem 

informasi izin 

dan 

pemantauan air 

tanah 

terintegrasi 

• Peningkatan 

kapasitas 

pengawasan 

lapangan 

berbasis spasial 
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Dinas Tupoksi Evaluasi Tindak Lanjut 

pengambilan air 

tanah (SIPAT) 

Dinas 

Lingkungan 

Hidup (DLH) 

Provinsi 

• Penilaian dan 

evaluasi dokumen 

lingkungan 

(AMDAL/UKL-

UPL) yang 

mencakup 

pemanfaatan air 

tanah 

• Monitoring 

kualitas 

lingkungan 

termasuk kualitas 

air tanah 

• Penyusunan 

kebijakan 

pengendalian 

pencemaran air 

tanah 

• Evaluasi 

dokumen 

lingkungan 

belum mengacu 

pada data teknis 

aktual air tanah 

• Koordinasi 

dengan ESDM 

belum berjalan 

sinergis 

• Integrasi data 

teknis ESDM 

dalam proses 

evaluasi AMDAL 

• Penguatan 

pengawasan 

kualitas air tanah 

di lokasi industri 

dan kawasan 

rawan 

pencemaran 

• Bappeda 

Provinsi 

• Integrasi 

kebijakan 

pengelolaan air 

tanah dalam 

perencanaan 

pembangunan 

daerah (RPJMD, 

KLHS) 

• Penetapan arah 

pembangunan 

berbasis daya 

dukung air 

• Belum terdapat 

zonasi 

konservasi atau 

larangan 

eksploitasi air 

tanah dalam 

dokumen 

perencanaan 

• Penetapan zona 

konservasi air 

tanah dalam 

RTRW dan 

RPJMD 

• Integrasi 

kebijakan SDA 

dalam KLHS 

wilayah 

• Dinas PUPR 

Provinsi 

• Perencanaan dan 

pelaksanaan 

program 

konservasi dan 

pengimbuhan air 

tanah (sumur 

resapan, embung, 

RTH teknis) 

• Penanganan 

wilayah rawan 

banjir dan rob 

• Belum ada 

keterpaduan 

antara program 

konservasi 

dengan titik 

eksploitasi air 

tanah 

• Pemanfaatan 

data titik sumur 

bor ESDM untuk 

prioritas 

program 

konservasi air 

• Koordinasi 

pembangunan 

sarana recharge 

di zona kritis 

Sumber: Analisis Penulis, 2025 
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Kelembagaan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah melibatkan 

berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dengan peran yang saling terkait, namun 

masih menghadapi tantangan koordinasi dan integrasi sistem. Dinas Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi berperan dalam perumusan kebijakan 

teknis, pengawasan sumur bor, dan penerbitan rekomendasi teknis serta izin 

pengambilan air tanah (SIPAT), namun pengawasan pasca-izin masih lemah dan belum 

didukung oleh sistem pemantauan digital secara real-time. Untuk itu, dibutuhkan 

pengembangan sistem informasi terintegrasi dan peningkatan kapasitas pengawasan 

lapangan berbasis spasial. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi 

bertanggung jawab dalam penilaian dokumen lingkungan dan monitoring kualitas air 

tanah, namun proses evaluasi belum mengacu pada data teknis aktual dari ESDM dan 

sinergi antar-instansi masih terbatas. Solusinya adalah integrasi data teknis ESDM ke 

dalam proses evaluasi AMDAL serta penguatan pengawasan kualitas air tanah, 

khususnya di kawasan industri dan daerah rawan pencemaran. Di sisi perencanaan, 

Bappeda Provinsi berperan penting dalam mengintegrasikan kebijakan air tanah ke 

dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan KLHS, namun hingga 

kini belum terdapat zonasi konservasi air tanah atau larangan eksploitasi dalam 

dokumen tersebut. Langkah tindak lanjut yang diperlukan adalah penetapan zona 

konservasi dalam RTRW dan RPJMD, serta integrasi kebijakan sumber daya air dalam 

analisis daya dukung lingkungan wilayah. Adapun Dinas PUPR Provinsi memiliki 

tanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program konservasi dan 

pengimbuhan air tanah seperti sumur resapan dan embung, namun belum terdapat 

keterpaduan antara lokasi program konservasi dengan titik-titik eksploitasi air tanah. 

Oleh karena itu, perlu pemanfaatan data titik sumur bor dari ESDM sebagai dasar 

penentuan prioritas lokasi dan penguatan koordinasi dalam pembangunan sarana 

recharge di zona kritis. Kombinasi dari peran yang kuat namun belum terintegrasi ini 

menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan sistem kolaborasi lintas sektor 

menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan dan 

adaptif terhadap tantangan lingkungan di masa depan. 

 

4.3 Analisis Isu Permasalahan 

Pengelolaan air tanah saat ini menjadi isu strategis di berbagai wilayah, termasuk 

di Provinsi Jawa Tengah, seiring dengan meningkatnya kebutuhan air untuk sektor 

domestik, industri, dan pertanian. Air tanah yang selama ini menjadi sumber utama 

bagi masyarakat dan pelaku usaha kini menghadapi tekanan serius akibat eksploitasi 

yang tidak terkendali, pencemaran lingkungan, serta lemahnya sistem pengawasan 

dan pengendalian. Selain itu, kerentanan terhadap penurunan muka air tanah dan 

potensi amblesan tanah (land subsidence) menjadi ancaman nyata bagi keberlanjutan 

tata ruang dan keselamatan infrastruktur. Dalam konteks tersebut, analisis isu 

permasalahan pengelolaan air tanah menjadi penting untuk mengidentifikasi akar 
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permasalahan dari aspek regulasi, kelembagaan, data dan informasi, hingga aspek 

teknis dan sosial. Analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk 

menyusun langkah-langkah kebijakan dan reformasi kelembagaan dalam rangka 

mewujudkan pengelolaan air tanah yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Berikut merupakan isu permasalahan pengelolaan air tanah 

Tabel 4-4 Isu Permasalahan Pengelolaan Air Tanah 

Aspek Isu strategis Permasalahan 

Regulasi Kesesuaian regulasi 

daerah dengan 

regulasi sektoral 

nasional 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah 

belum harmonis dengan Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air. Belum mengadopsi OSS-RBA 

dan prinsip keberlanjutan. 

Penguatan norma 

keadilan dan 

keberlanjutan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah 

belum secara eksplisit memuat asas keadilan 

akses dan pelestarian jangka panjang sumber 

daya air. 

Kelembagaan Koordinasi lintas 

sektor dan lintas 

wilayah 

Belum terdapat mekanisme formal koordinasi 

antara provinsi, kabupaten/kota, dan instansi 

pusat dalam pengelolaan air tanah 

Peran kelembagaan 

dalam sistem OSS-

RBA 

Struktur kelembagaan belum menyesuaikan 

peran sebagai verifikator teknis dalam sistem 

OSS-RBA. 

Partisipasi 

masyarakat dan 

dunia usaha 

Keterlibatan publik dan sektor swasta dalam 

pengawasan dan konservasi air tanah masih 

rendah dan belum terakomodasi secara 

sistematis dalam perda. 

Pengelolaan 

Air Tanah 

Pendekatan 

pengelolaan berbasis 

wilayah sungai dan 

ekosistem 

Pengelolaan air tanah masih bersifat sektoral 

dan belum terintegrasi dengan pengelolaan 

sumber daya air secara menyeluruh berbasis 

wilayah sungai. 

Konservasi berbasis 

daya dukung dan 

daya tampung 

lingkungan 

Penetapan zona konservasi belum 

mempertimbangkan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan secara komprehensif. 

Pengendalian 

pemanfaatan dan 

Pencemaran air tanah belum terpantau secara 

menyeluruh di kawasan industri dan 

permukiman padat 
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Aspek Isu strategis Permasalahan 

konservasi sumber 

daya air tanah 

 Pengawasan dan 

pengendalian 

pemanfaatan 

Masih lemahnya sistem pengawasan volume 

pengambilan, pelaporan, dan penerapan sanksi 

terhadap pelanggaran pemanfaatan air tanah. 
Sumber: Analisis Penulis, 2025 

 

Dalam evaluasi pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah, terdapat sejumlah 

permasalahan utama yang terbagi ke dalam tiga aspek strategis, yaitu aspek regulasi, 

kelembagaan, dan teknis pengelolaan. Dari sisi regulasi, permasalahan mendasar 

terletak pada belum harmonisnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 

3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah dengan sejumlah regulasi sektoral 

yang lebih terbaru, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber 

Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Peraturan Daerah  ini belum mengadopsi 

prinsip-prinsip baru seperti keberlanjutan, keadilan akses air, serta sistem perizinan 

berbasis risiko melalui OSS-RBA. 

Dari aspek kelembagaan, tantangan utama terletak pada belum terbangunnya 

mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan 

instansi pusat. Hal ini menghambat sinkronisasi kebijakan dan implementasi teknis di 

lapangan. Selain itu, perubahan sistem perizinan melalui OSS-RBA menuntut peran 

baru kelembagaan daerah sebagai verifikator teknis, namun struktur dan kapasitas 

kelembagaan belum sepenuhnya beradaptasi terhadap perubahan tersebut. 

Kelemahan lain terletak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha 

dalam pengawasan serta upaya konservasi air tanah, yang belum diakomodasi secara 

sistematis dalam perda. 

Sementara itu, dari sisi pengelolaan air tanah, pendekatan yang digunakan 

dalam Peraturan Daerah  masih bersifat sektoral dan belum mencerminkan integrasi 

dengan sistem pengelolaan sumber daya air berbasis wilayah sungai sebagaimana 

diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air. Pengelolaan air tanah belum diposisikan sebagai bagian dari 

ekosistem yang utuh, sehingga pendekatan berbasis daya dukung dan daya tampung 

lingkungan masih belum diterapkan secara menyeluruh, khususnya dalam penetapan 

zona konservasi. Selain itu, sistem pengawasan dan pengendalian terhadap volume 

pengambilan air tanah masih lemah, termasuk dalam aspek pelaporan dan penegakan 

sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan. 

Keseluruhan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi 

substantif dan kelembagaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 
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Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah agar pengelolaan air tanah di 

Jawa Tengah dapat berjalan secara efektif, adil, berkelanjutan, serta selaras dengan 

kerangka kebijakan nasional yang terbaru. 

 

4.4 Analisis Arah Kebijakan 

Air tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran strategis dalam 

menopang kebutuhan hidup masyarakat, mendukung ketahanan air daerah, serta 

menunjang aktivitas pembangunan di berbagai sektor. Namun, meningkatnya tekanan 

akibat eksploitasi berlebih, perubahan tata guna lahan, dan belum optimalnya 

pengendalian pemanfaatan mengakibatkan terjadinya penurunan muka air tanah, 

penurunan kualitas, serta potensi kerusakan lingkungan yang lebih luas. Kondisi ini 

menuntut adanya kebijakan pengelolaan air tanah yang tidak hanya berfokus pada 

aspek administratif dan teknis, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, daya dukung 

lingkungan, serta prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dan antar generasi. 

Dalam konteks Provinsi Jawa Tengah, pengelolaan air tanah memerlukan arah 

kebijakan dan strategi yang selaras dengan perkembangan regulasi nasional dan 

tantangan lokal. Penyusunan strategi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi 

kelembagaan, menyelaraskan peraturan daerah dengan kebijakan pusat seperti sistem 

perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan pengelolaan sumber daya air terpadu 

berbasis wilayah sungai, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan dunia 

usaha. Berikut merupakan arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan air 

tanah yang diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan langkah-langkah konkret 

yang terukur dan adaptif, guna memastikan bahwa air tanah dapat dikelola secara 

berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa 

Tengah di masa kini dan masa mendatang. 

Tabel 4-5 Arah Kebijakan dan Strategi dalam Pengelolaan Air Tanah 

Aspek Isu Strategis Arah Kebijakan Strategi 

Regulasi Kesesuaian regulasi 

daerah dengan 

regulasi sektoral 

nasional 

Menyelaraskan 

Peraturan Daerah dengan 

peraturan sektoral 

terbaru agar tidak terjadi 

disharmonisasi hukum. 

Melakukan revisi 

Peraturan Daerah 

untuk mengadopsi 

ketentuan UU 17/2019, 

PP 5/2021, dan PP 

30/2024 secara 

komprehensif. 

Penguatan norma 

keadilan dan 

keberlanjutan 

Mengintegrasikan 

prinsip keadilan akses air 

dan keberlanjutan dalam 

muatan perda. 

Menambahkan pasal 

yang menegaskan hak 

atas air, asas keadilan 

distribusi, dan 

pelestarian jangka 

panjang. 
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Aspek Isu Strategis Arah Kebijakan Strategi 

Kelembagaan Koordinasi lintas 

sektor dan lintas 

wilayah 

Memperkuat koordinasi 

antar instansi dan lintas 

wilayah dalam 

pengelolaan air tanah. 

Membentuk forum 

koordinasi provinsi-

kabupaten dan antar 

OPD untuk sinkronisasi 

kebijakan dan data. 

Peran kelembagaan 

dalam sistem OSS-

RBA 

Menyesuaikan peran 

kelembagaan daerah 

dalam sistem OSS-RBA. 

Meningkatkan 

kapasitas verifikasi 

teknis dan integrasi 

dengan sistem digital 

perizinan nasional. 

Partisipasi 

masyarakat dan 

dunia usaha 

Mendorong pelibatan 

aktif masyarakat dan 

swasta dalam konservasi 

dan pengawasan. 

Menyediakan 

mekanisme konsultasi 

publik, insentif 

konservasi, dan 

pelaporan berbasis 

komunitas. 

Pengelolaan 

Air Tanah 

Pendekatan 

pengelolaan 

berbasis wilayah 

sungai dan 

ekosistem 

Menerapkan pendekatan 

terpadu dalam 

pengelolaan air tanah 

berbasis wilayah sungai 

dan ekosistem. 

Mengkaitkan CAT 

dengan wilayah sungai 

dalam perencanaan 

dan pengendalian 

pemanfaatan sumber 

daya air. 

Konservasi 

berbasis daya 

dukung dan daya 

tampung 

lingkungan 

Melakukan konservasi air 

tanah dengan 

mempertimbangkan daya 

dukung dan daya 

tampung lingkungan. 

Menetapkan zona 

konservasi 

berdasarkan analisis 

hidrogeologi dan 

kapasitas lingkungan 

setempat. 

Pengendalian 

pemanfaatan dan 

konservasi sumber 

daya air tanah 

Memastikan 

pemanfaatan air tanah 

sesuai dengan kapasitas 

cekungan dan izin yang 

diberikan. 

Mengembangkan 

sistem pemantauan 

volume dan kualitas air 

tanah berbasis 

teknologi serta evaluasi 

izin secara berkala. 

Pengawasan dan 

pengendalian 

pemanfaatan 

Memastikan 

pemanfaatan air tanah 

sesuai dengan kapasitas 

cekungan dan izin yang 

diberikan. 

Mengembangkan 

sistem pemantauan 

volume dan kualitas air 

tanah berbasis 

teknologi serta evaluasi 

izin secara berkala. 
Sumber: Analisis Penulis, 2025 
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Arah kebijakan dan strategi dalam pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah 

perlu dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan tiga aspek utama: 

regulasi, kelembagaan, dan teknis pengelolaan. Dari sisi regulasi, diperlukan 

penyelarasan antara peraturan daerah dengan regulasi sektoral nasional seperti 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air guna menghindari disharmonisasi hukum. Selain itu, 

struktur Perda juga perlu diperbaiki sesuai kaidah perundang-undangan yang berlaku 

dengan memasukkan prinsip-prinsip keadilan, hak atas air, dan keberlanjutan dalam 

muatan substansinya. Di bidang kelembagaan, penguatan koordinasi antar instansi 

dan lintas wilayah menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola air tanah yang efisien. 

Ini dilakukan dengan membentuk forum koordinasi antar-OPD dan kabupaten/kota, 

serta menyesuaikan peran daerah dalam sistem OSS-RBA agar mendukung digitalisasi 

layanan perizinan. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha pun didorong melalui 

mekanisme konsultasi publik, pemberian insentif konservasi, dan pelaporan berbasis 

komunitas. Sementara itu, dalam aspek pengelolaan air tanah, pendekatan berbasis 

wilayah sungai dan ekosistem menjadi strategi utama dengan mengintegrasikan 

informasi cekungan air tanah (CAT) dan wilayah sungai dalam perencanaan. Strategi 

konservasi dilakukan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, 

termasuk penetapan zona konservasi yang berbasis analisis hidrogeologi. Selain itu, 

pengendalian pemanfaatan dilakukan melalui sistem pemantauan volume dan kualitas 

air tanah secara digital dan evaluasi izin secara berkala untuk memastikan kelestarian 

sumber daya air tanah secara berkelanjutan. 
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BAB 5  

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Kajian Evaluasi Kesesuaian 

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pengelolaan air tanah di Indonesia berada dalam kerangka desentralisasi, di 

mana kewenangan utama berada di tangan pemerintah provinsi, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pemerintah provinsi memiliki tanggung jawab penting 

dalam pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan air tanah, pengawasan 

teknis, serta pelestarian sumber daya air tanah. Namun, evaluasi terhadap 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Air Tanah menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini memuat 

ketentuan teknis yang cukup komprehensif pada saat diberlakukan, saat ini 

terdapat sejumlah ketidaksesuaian dengan regulasi nasional terbaru, seperti 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Ketidaksesuaian tersebut mencakup 

aspek sistematika penyusunan perda, penguatan prinsip keadilan dan 

keberlanjutan, serta sistem perizinan yang belum terintegrasi dengan 

mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS-RBA). Di samping itu, 

pendekatan pengelolaan yang belum mengacu pada wilayah sungai serta 

pemisahan antara air tanah dan air permukaan menandakan perlunya 

pembaruan substansial. Oleh karena itu, revisi menyeluruh terhadap perda 

ini menjadi kebutuhan strategis guna menyelaraskan tata kelola daerah 

dengan kebijakan nasional, mendorong konservasi berbasis daya dukung 

lingkungan, serta memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam 

pemanfaatan air tanah di Jawa Tengah. 

2. Kelembagaan pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah melibatkan 

berbagai OPD dengan fungsi yang saling melengkapi, namun masih 

menghadapi tantangan koordinasi dan integrasi sistem. Dinas ESDM memiliki 

peran sentral dalam aspek teknis dan perizinan, namun pengawasan pasca-

izin belum optimal dan belum didukung sistem digital yang memadai. Dinas 

Lingkungan Hidup bertanggung jawab dalam aspek kualitas lingkungan, 
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namun keterhubungan data teknis antar-instansi masih terbatas. Bappeda 

belum sepenuhnya mengintegrasikan isu konservasi air tanah ke dalam 

dokumen perencanaan pembangunan, sementara Dinas PUPR menjalankan 

program konservasi yang belum berbasis data titik eksploitasi. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa meskipun tiap lembaga memiliki peran penting, 

kurangnya integrasi dan koordinasi menyebabkan pengelolaan air tanah 

belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, 

integrasi sistem informasi, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk 

mewujudkan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, berbasis data, dan 

adaptif terhadap tantangan lingkungan ke depan. 

3. Evaluasi terhadap pengelolaan air tanah di Provinsi Jawa Tengah 

mengungkapkan sejumlah permasalahan utama yang mencakup aspek 

regulasi, kelembagaan, dan teknis pengelolaan. Dari sisi regulasi, Perda 

Nomor 3 Tahun 2018 belum selaras dengan regulasi sektoral terbaru seperti 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan Sumber Daya Air khususnya terkait prinsip 

keberlanjutan, keadilan akses air, serta sistem perizinan berbasis risiko 

melalui OSS-RBA. Dari aspek kelembagaan, belum terbangunnya koordinasi 

efektif antarinstansi serta belum optimalnya adaptasi terhadap sistem OSS-

RBA menjadi hambatan utama, ditambah dengan minimnya pelibatan 

masyarakat dan dunia usaha dalam konservasi. Sementara itu, secara teknis, 

pendekatan pengelolaan air tanah masih sektoral dan belum berbasis 

ekosistem wilayah sungai serta daya dukung lingkungan, dengan lemahnya 

sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan. Oleh karena itu, 

diperlukan revisi menyeluruh baik secara substansi maupun kelembagaan 

agar pengelolaan air tanah di Jawa Tengah dapat dilakukan secara terpadu, 

adil, dan berkelanjutan sesuai kebijakan nasional. 

4. Pengelolaan air tanah di Jawa Tengah memerlukan strategi yang terpadu 

dengan menyelaraskan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, 

memperkuat koordinasi kelembagaan lintas sektor dan wilayah, serta 

menerapkan pendekatan teknis berbasis ekosistem dan wilayah sungai. 

Penyempurnaan Perda harus mencakup prinsip keadilan, hak atas air, dan 

keberlanjutan, sementara kelembagaan didorong untuk adaptif terhadap 

sistem perizinan OSS-RBA dan partisipatif terhadap masyarakat. Secara 

teknis, pengelolaan berbasis data cekungan dan daya dukung lingkungan, 

serta pemantauan digital, menjadi kunci menjaga kelestarian air tanah secara 

berkelanjutan. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis dalam penyusunan Kajian Evaluasi Kesesuaian 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air 

Tanah, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat ditarik sebagai berikut: 

1. Dalam hal Aspek Regulasi, Pemerintah Daerah perlu: 

• Melakukan revisi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah agar selaras 

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya dalam hal 

pendekatan keberlanjutan, OSS-RBA, dan pengelolaan air tanah secara 

terpadu. 

• Menambahkan norma dan pasal dalam perda yang secara eksplisit 

menyatakan hak masyarakat atas air tanah, prinsip keadilan dalam 

distribusi, serta pelestarian dan keberlanjutan sumber daya air. 

2. Dalam hal Aspek Kelembagaan, Pemerintah Daerah perlu: 

• Membentuk forum koordinasi pengelolaan air tanah di tingkat provinsi yang 

melibatkan OPD terkait, kabupaten/kota, serta perwakilan instansi pusat 

guna sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan lintas wilayah. 

• Memperkuat peran lembaga teknis daerah sebagai verifikator teknis dalam 

sistem OSS-RBA, termasuk menyediakan SDM yang kompeten, perangkat 

digital, dan SOP pendukung. 

• Menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Gubernur atau petunjuk 

teknis untuk mendorong pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam 

kegiatan konservasi, pelaporan, dan pengawasan pengelolaan air tanah. 

3. Dalam hal Aspek Pengelolaan Air Tanah, Pemerintah Daerah perlu: 

• Mengintegrasikan pengelolaan air tanah ke dalam rencana pengelolaan 

wilayah sungai, serta memperkuat kerangka kerja lintas cekungan dan 

wilayah administratif. 

• Melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di setiap 

Cekungan Air Tanah (CAT), dan menjadikan hasilnya sebagai dasar 

penetapan zona konservasi. 

• Menerapkan pengawasan berbasis teknologi terhadap volume dan kualitas 

pengambilan air tanah, serta melakukan evaluasi izin secara berkala untuk 

mencegah over-eksploitasi. 
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• Memperkuat mekanisme pengawasan melalui sistem pelaporan daring 

(online), inspeksi lapangan rutin, dan penegakan sanksi administratif yang 

tegas terhadap pelanggaran izin. 

4. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian menyeluruh terhadap kesesuaian 

penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, dengan mempertimbangkan daya dukung 

lingkungan serta keseimbangan tarif antara air tanah dan air permukaan, agar 

tidak mendorong pelaku usaha terus mengeksploitasi air tanah dan 

menghindari penggunaan air PDAM, kebijakan ini juga perlu diintegrasikan 

dengan strategi konservasi, pengendalian eksploitasi di cekungan kritis, serta 

dukungan transisi menuju pemanfaatan sumber air yang lebih berkelanjutan. 
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